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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Perusahaan Daerah (PERUSDA)
Pasar Kabupaten Maros dengan mengangkat judul “Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pasar
Sentral Maros)” di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Mappa Nasrun, MA.
Selaku Pembimbing | dan Bapak Drs. La Tamba, M.Si. selaku Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa retribusi pasar
merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah
daerah Kabupaten Maros. Salah satu pasar yang dianggap potensial adalah
Pasar Sentaral Maros, namun dalam beberapa tahun terakhir realisasinya
belum mencapai target yang ditentukan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan
pemungutan retribusi Pasar Sentral Maros Kabupaten Maros dan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan
retribusi Pasar Sentral Maros Kabupaten Maros.

Unit analisis penelitian ini adalah organisasi. Dasar penelitian ini
adalah studi kasus dengan tipe penelitian diskriptif kualitatif. Sedangkan jenis
data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari
observasi dan wawancara yang dilakukan oleh informan, data sekunder
berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh mengenai terget dan realisasi
retribusi Pasar Sentral Maros serta dokumen-dokumen lain atau arsip kantor
serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan
penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan teknik analisis
secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan
retribusi Pasar Sentral Maros belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; aparat pelaksana, kesadaran wajib
retribusi, pelaksanaan kerja yang belum intensif dan penerapan sanksi.



ABSTRACT

This research is conducted at Office of Area Company (PERUSDA)
Market of Regency Maros by lifting titte Management Market Retribution In
Order To Improving Original Earnings of Area (PAD) in Regency Maros.
Supervised by Prof. Dr. Mappa Nasrun, MA. As counselors | and Drs. La
Tamba, M.Si. as counselors .

This Research is conducted with the background that market
retribution represent one of original earnings source of area for local
government of Regency Maros, but in a few the last year its realization not yet
reached the goals determined.

This research aim to know the central market retribution management
Maros of Regency Maros and to know the factors influencing execution of
central market retribution collection Maros of Regency Maros.

Unit analyze this research is organization. Elementary of this research
is case study with the descriptive research type qualitative. While data type is
data of primary and data sekunder. Primary data obtained from observation
and interview conducted by informan, data sekunder come from document
obtained hit the goals and central market retribution realization Maros and
also other document or archives of research office. While technique analyze
the data used is technique analyze qualitative.

Result of research indicate that the central market retribution
management Maros uncommitted in an optimal fashion. The mentioned
because of some factor that is, apart executor, awareness is obliged to
retribution, job execution which not yet intensive and sanction applying
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang dikenal sebagai Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan berarti yang terdiri dari
bagian-bagian wilayah yang bersatu dalam kesatuan wilayah yaitu negara.
Wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah provinsi, wilayah kabupaten,
wilayah kecamatan sampai wilayah pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang
bertujuan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata
sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,
serta merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia, maka untuk
mewujudkannya digulirkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertangggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daearah yang lebih luas diterima sejak tanggal 1
januari 2001, perlu disikapi oleh pemerintahan daerah dan masyarakat.
Kewenangan yang luas dalam desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah menyangkut aspek-aspek administrasi, kelembagaan dan
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pengelolaan sumber-sumber keuangan harus segera direalisasikan,
termasuk sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Kewenangan otonomi luas dalam artian keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua bidang pemerintahan
daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, termasuk dalam hal ini
kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengolah segala potensi
keuangan daerah.

Otonomi nyata dalam artian bahwa keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakn kewenangan pemerintah secara nyata diperlukan untuk
tumbuh, hidup dan berkembang di daerah termasuk penyelenggaraan
pembangunan daerah dengan pembiayaan pembangunan sebagaimana
yang telah dianggarkan dan disesuaikan dengan pendapatan daerah yang
ada.

Otonomi yang bertanggungjawab artinya perwujudan dari
pertanggungjawaban sebagai konsekwensi atas pemberian hak dan
kewenangan kepada daerah dalam wujud kewajiban yang harus dipikul
daerah termasuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada
masyarakat, pemerataan pambangunan dan hasil-hasilnya, menjaga
hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung penyelenggaran otonomi daerah
diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah

secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
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pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah sebagaimana yang telah digariskan dalam
Undang-Uandang No0.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang
penting dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah
Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada
daerah dalam rangka desentralisasi, harus disertai dengan penyerahan dan
pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

Sumber-sumber pembiyaan desentaralisasi terdiri dari pendapatan asli
daerah (PAD), dan perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan
yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan
yang diperoleh dari sumber pendapatan yang ada di daerah bersangkutan,
sesuai peraturan perundang -undangan.

Konsekwensi dari penyerahan beberapa kewenangan pemerintah
pusat kepada pemerintahan daerah adalah harus mencari, menggali sumber-
sumber penerimaan agar mampu membiayai aktivitas pembangunan daerah,
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kriteria
penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan dalam bidang
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keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat
kemampuan daerah dalam melaksanakan oto nominya (Kaho;1988;124).
Sumber-sumber penerimaan tersebut terdapat Undang-Undang No. 32
tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa
sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu;
1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
b. Dana perimbangan dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah diperlukan
sarana dan prasarana, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah
yang bersumber dari PAD khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah
Upaya peningkatan kemampuan daerah, khususny penerimaan dari
PAD harus diarahakan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut,
agar PAD tersebut terus meningkat sehingga akhirnya diharapkan akan
dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari
pemerintah pusat, salah satu sumber PAD adalah retribusi pasar.
Pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah

yang bersumber dari PAD khususnya retribusi pasar harus dipungut dan
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dikelolah secara bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah
Kabupaten. Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan dan pemanfaatan secara umum diarahakan agar tidak
menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan
pertumbuhan perekonomian daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan bagi
pemerintah daerah Kabupaten Maros yang mempunyai kontribusi yang
sangat besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah adapun
yang menjadi dasar pengelolaannya secara lokal yakni Peraturan Daerah
(PERDA) No0.35 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Maros

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah
Daerah Kabupaten Maros dituntut meningkatkan PAD dalam hal ini yang
bersumber dari retribusi pasar, akan tetapi dalam kenyataannya penerimaan
daerah yang bersumber dari retribusi pasar khususnya di Pasar Sentral
Maros dari tahun 2004 dan 2005 belum mampu mencapai target
penerimaan yang sesuai dengan yang direncanakan, tercacat tahun 2004
yang lalu target penerimaan Rp 350.000.000 sedangkan realisasi
penerimaan Rp.247.159.500 atau hanya 70,62% selisih Rp. 102.840.000.
Pada tahun 2005 target penerimaan Rp.300.000.000 realisasi penerimaan

Rp.274.842.060 atau hanya 78,28% selisih Rp.65.157.940. Kondisi tersebut
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tidak terlepas dari kemampuan aparatur dalam melakukan pengelolaan
retribusi pasar.

Namun demikian menurut pengamatan penulis permasalahan utama
yang dihadapi dilapangan sehingga pemerintah daerah Kabupaten Maros
belum mampu mencapai target penerimaan yang diharapkan dari sektor
Retribusi pasar khusus di pasar sentral Maros yakni tidak maksimalnya
kinerja pegawai pengelolah retribusi pasar dalam hal ini, tingkat pengawasan,
pencatatan jumlah pedagang dan jumlah kios, masalah sumber daya
manusia pengelolah terutama kolektor pasar dan juga tidak terlepas dari
tingkat kesadaran para pedagang untuk membayar kewajibannya (retribusi).

Pada dasarnya potensi Kabupaten Maros untuk mencapai target
penerimaan dari sektor retribusi pasar khususnya di pasar sentral Maros
cukup besar hal ini dapat dilihat dari tingkat aktifitas masyarakat (pembeli)
dan jumlah pedagang semakin memperlihatkan kondisi yang kondusif, hanya
mungkin menurut penulis perlu ada perhatian khusus dalam rangka untuk
merealisasikan target penerimaan PAD tersebut dengan salah satu cara
penerapan sanksi yang tegas kepada para pedagang dan aparat pengelolah
bila tidak mentaati ketentuan yang berlaku, mungkin juga dengan
penambahan jadwal penarikan retribusi dari 3 (tiga) kali seminggu menjadi 4
(empat), 5 (lima) atau mungkin 7 (tujuh) kali sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan yang dihadapi.
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Berdasarkan kondisi tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti
mengenai “ Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Rangka Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Maros,

( Study Kasus Pasar Sentral Maros )”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar di pasar Sentral Maros
Kabupaten Maros ?
2. Faktor — faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan retribusi pasar

sentral Maros di Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang
akan dicapai adalah:
1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar di pasar sentral Maros
Kabupaten Maros
2. Untuk mengetahui Faktor - faktor yang mempengaruhi pengelolaan

retribusi pasar sentral Maros di Kabupaten Maros
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D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan retribusi pasar di
Kabupaten Maros
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah dalam upaya
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Maros.

3. Sebagai bahan acuan bagi pihak yang akan melakukan kajian lanjutan.

17



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Retribusi
Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup
besar peranannya dalam menyumbang peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD) adalah Retribusi daerah. Di beberapa daerah, pendapatan yang
berasal dari retribusi daerah lebih besar dari pada pendapatan dari pajak
daerah.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah.
Pengertian retribusi secara umum menurut Kaho (1997;153)

“Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang
dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau
merupakan iuran kepada pememerintah yang dapat dipaksakan dan
jasa balik secara langsung dapat ditunjuk”.

Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak dapat
membayar tidak akan dilayani kepentingannya.

Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 pasal 1 menyebutkan bahwa retribusi
daerah selanjutnya disebut retribusi adalah:

“Pembayaran karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik
pemerintah baik yang berkepentingan atau karena jasa yang

diberikan dari pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang
dibuat oleh pemerintah”.
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Demikian pula menurut Syamsi (1999;221)
“Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (individu yang
bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan perauran pemerintah
yang prestasinya ditujukan secara langsung dan pelaksanaannya
dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana retribusi
adalah pungutan yang dibebankan pada seseorang Kkarena
menikmati jasa secara langsung”.

Dalam UU No.18 Tahun 1997 ditegaskan bahwa retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi.

Retribusi secara umum adalah pembayaranpembayaran kepada
negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara
atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa
balik yang secara langsung dapat ditunjuk.

Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak
merasakan jasa balik dari pemerintah tidak dikenakan iuran tersebut.

Pengertian retribusi daerah menurut The Liang Gie (1967;153)
adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakian atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk

kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah
baik langsung maupun tidak langsung”.

19



Menurut Kunarjo (1996;170) dikatakan bahwa:

“Retribusi adalah pungutan uang sebagai pembayaran pemakaian
atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah
baik yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan dari
pemerintah dan berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh
pemerintah”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan adanya jasa

atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak

langsung kepada masyarakat.

Dari pengertian-pengertian retribusi terlihat ciri-ciri yang mendasar dari

retribusi antara lain:

a.

b.

Retribusi dipungut oleh pemerintah
Dalam pungutan adanya paksaan secara ekonomis

Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

. Retribusi dikenekan kepada setiap orang/badan yang menggunakan atau

mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara/pemerintah.

Haritz (1995;84) mengemukakan pungutan retribusi mempunyai sifat-

sifat tertentu yaitu:

a. Dapat dipaksakan tetapi dengan pertimbangan ekonomis

b.

C.

Adanya imbalan langsung kepada pembayar
Meskipun telah memenuhi persyaratan formal dan material, tetapi masih

diberikan alternatif untuk mempertimbangkan kemauan membayar.
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d. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya tanpa menonjolkan

anggarannya.

e. Dalam halhal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan,

tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah untuk memenuhi permintaan anggota

masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, retribusi daerah

dibagi atas 3 tiga) golongan yaitu:

1. Retribusijasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

a.

b.

Retribusi pelayanan kesehatan
Retribusi pelayanan persampahan

Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akte capil

. Retribusi parkir di tepi jalan

. Retribusi pasar

Retribusi air bersih

. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Retribusi pergantian biaya cetak peta
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J-

Retribusi pengujian kapal perikanan

2. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat disediakan oleh swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha:

a.

b.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah
Retribusi Pasar grosir/pertokoan

Retribusi terminal

. Retribusi tempat khusus parkir

. Retribusi tempat penitipan anak

Retribusi tempat penginapan

. Retribusi penyedotan kakus

Retribusirumah potong hewan
Retribusi tempat pendaratan kapal
Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
Retribusi penyebrangan di atas air

Retribusi pengelohan limbah cair

m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atasa kegiatan tertentu

pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orsng pribadi

atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
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dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis-jeenis retribusi perizinan tertentu adalah:

a. Retribusiizin peruntukan penggunaan tanah

b. Retribusiizin mendirikan bangunan bangunan (IMB)

c. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

d. Retribusiizn gangguan

e. Retribusi trayek

f. Retribusi izin pengambilan hasil hutan

B. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dan dalam hal ini mengandung
konsep manajemen. Pengelolaan biasanya merujut pada proses mengurus
atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Dengan demikian
pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah manajemen yakni
menyangkut, perencanaa, pengorganisaisan, dan pengarahan usaha
manusia (pengelolah) untuk memanfaatkan secara efektif material dan non
material untuk mencapai suatu target atau tujuan.

Istilah pengelolaan digunakan oleh para penulis untuk menunjukkkan
berbagai hal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh

PN Balai Pustaka, kata Pengelolaan Diartikan sebagai Penyelenggaraan.
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The Liang Gie (1987:10) mengemukakan bahwa penyelenggaraan mencakup
rangkain perbuatan:Memelihara, Melakukan, Melaksanakan, Memperhatikan,
Menunaikan,Menyampaikan, Mengatur, Mengurus, Mengadakan, Mendirikan.

Penulis lain mengartikan Pengelolaan sebagai sinonim dari istilah
Manajemen (Inggris "Management”). Menurut Ditien PUOD (2002 :5)
Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang
daerah yang meliputi: Perencanaan, Penentuan kebutuhan, Penganggaran,
Standarisasi barang dan harga, Pengadaan penyimpangan, Penyaluran,
Inventarisasi, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemanfaatan,
Perubahan status hukum, serta penata usahaannya. Rangakaian kegiatan
tersebut tidak lain dari fungsi-fungsi manajerial maupun fungsi-fungsi
operasional pimpinan.

Apabila pengelolaan dipandang dari kata sinonim dari kata metode
manajemen maka muatannya terpenting adalah kesinambungan (kontinuitas)
menurut Nugroho (2003) ruh dari manajemen adalah kesinambungan. Di
negara-negara yang maju, pembangunan berlangsung dalam sebuah
kontinuum, sekalipun terjadi pergantian kekuasaan dan pengertian aliran
politik penguasa. Sebaliknya, di negara-negara yang tidak dimanajemeni
dengan baik, ganti penguasa ganti peraturan, karena peraturan adalah bukti
kekuasaan, dan kekuasaan adalah inti dari politik.

Istlah lain yang sinonim dengan pengelolaan, pengurusan,

pengarahan, dan metode manajemen adalah kata Inggris “Governance”
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(Nugroho, 2003: 119). Secara etimologi, kata governance berasal dari
bahasa latin, gubernare, yang diserap dalam bahasa inggris menjadi govern
yang diartikan sebagai to rule with authority (menyetir, mengendalikan,
mengarahkan, memerintah dengan kewenangan). Kata sifat dari govern
adalah gowernance yang berarti method of management
(metode manajemen), system of regulation (sistem pengaturan), atau the
sum of many ways that individuals and institutions, public and private,
manage their common affairs (keseluruhan dari cara-cara dimana individu-
individu dan institusi-institusi, baik privat maupun publik, mengelolah urusan-
urusan bersamanya. Pelaksanaannya disebut government, yang selain
mempunyai arti luas sebagai the action of governing, juga mempunyai arti
sempit sebagai the action of ruling and directing the affairs of a state
(pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusarurusan negara

government identik dengan “ pengelola” atau “pengurus”, dengan makna
spesifik pengelola atau pengurus negara. Dengan demikian. Kata good
governance Yyang sekarang ini sedang ramai digunakan Dberarti
kepengelolaan yang baik atau kepengarahan vyang baik, bukan
kepemerinthan yang baik (Nugroho, 2003:114).

Lembaga administrasi Negara (LAN, 2007:7) mengemukakan

sembilan karakteristik kepengelolaan/kepengurusan yang baik, yaitu:

participation, rule of law, transparency, responsiveness, CcoONnsensus
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orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic
vision.

Pengertian pengelolaan menurut Davis dan Newton (1989) adalah
“pengelolaan  mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
penyusuna staf, pengarahan dan pengendalian.” Menurut Yamin (1991)
pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber
daya yang menuntut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan
suatu tujuan kerja tertentu. Kedua pendapat diatas sejalan dengan pemikiran
Sukarna(1992;4) yang memberikan pengertian pengelolaan sama dengan
manajemen.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (Purwadarminta 1989) bahwa
pengelolaan adalah suatu proses atau cara untuk melakukan kegiatan
tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu
merumuskan kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi.

Demikian pula Soelarno (1990;34) mengemukakan bahwa pengertian
pengelolaansuatu proses untuk melakasanakan kegiatan di dalam mencapai
tujuan melalaui penetapan sasaran.

Dari beberapa pengetian pengelolaan diatas nampak memiliki
persamaan pengertian, dam masing-masing pendapat ahli tersebut
menekankan bahwa pengertian pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip
manajemen, yang berkaitan dengan aspek-aspek perencanaan,

penggerakkan, pengorganisasian, pengawasan serta pemanfaatan berbagai
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sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai tujuan suatu
organisasi.

Menurut Handayaningrat (1986;9) pada prinsipnya pengertian
pengelolaan disamakan dengan pengertian manajemen dalam hal ini
manajemen diartikan sebagai kegiatan dangan cara memanfatkan
sumber-sumber yang tersedia (potensi) di dalam usaha mencapai suatu
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian pengertian pengelolaan yang dikemukakan oleh
para ahli tersebut memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan di
bahas dalam penelitian ini, yakni upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat
pengelolah retribusi pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kab. Maros yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan
manajemen yang diterapkan oleh aparat pengelolah yang meliputi
perencanaan, penggarakkan, pengorganisasian dan pengawasan yang

didalamnya mencakup penentuan target, pemungutan, serta pembukuan.

C. Pengelolaan Retribusi Pasar
Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah, yang tidak kalah pentingnya pendapatan asli daerah disektor lain,
guna memenuhi sebagian dari pengisian anggaran Pendapatan dan belanja

daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
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Demi kelancaran atau peningkatan retribusi, perlu adanya pengelolaan
secara baik dalam proses perencanaan, pemungutannya maupun
penyetorannya. Adapun perencanaan yang dimaksud adalah dengan
menentukan target atau perkiraan hasil pendapatan daerah yang secara
minimal dapat dipakai dalam satu tahun anggaran dengan melihat berbagai
faktor yang dapat menentukan tingkat penerimaan retribusi.

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan
Retribusi, Kaho (1988;162) menyatakan bahwa faktor-faktor yang sangat
mempengaruhi peningkatan pungutan retribusi adalah:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi
2. Disiplin kerja yang tinggi
3. Pengawasan yang efektif

Bahwa untuk mengatasi rendahnya penerimaan retribusi daerah
dalam pembiyaan pembangunan daerah tingkat Il pada umumnya
pemerintah daerah melakukakn 2 (dua) pendekatan yaitu intensifikasi dan
ekstensifikasi.

Untuk melakukan intensifikasi pungutan maka haklhal yang perlu
dilakukan antara lain:

1. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan
2. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan

3. Kualitas pelayanan diperbaiki
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Dalam penelitian ini, akan diuraikan tahapan atau mekanisme kerja
dari Perusda terhadap pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar sentral
maros sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran dan pendataan yang dilakukan terhadap wajib retribusi
merupakan kegiatan yang sangat penting sebelum melakukan pemungutan,
karena melalui pendataan akan diperoleh data untuk menetapkan besarnya
jumlah retribusi yang akan ditetapkan.

Pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir
Daftar induk wajib retribusi yang memuat nama, alamat dan nomor pokok
wajib retribusi yang dihimpun dan dituangkan dalam kartu.

2. Penetapan Target

Dalam melaksanakan fungsi dibidang perencanaan pendapatan
Daerah, maka setiap tahun Dinas Pendapatan Daerah menyusun rencana
penerimaan atau pendapatan Daerah, utamanya yang merupakan
Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan koordinasi dengan unsur
instansi atau Dinas daerah yang diharapkan dapat dicapai dalam satu tahun
anggaran agar target yang termasuk didalamnya penentuan target
penerimaan retribusi pasar setiap tahun anggaran yang nantinya akan
dituangkan dalam rancangan dan belanja Daerah

Yang dimaksud dengan target pendapatan Daerah disini adalah

perkiraan hasil perhitungan dari retribusi pasar yang secara minimal juga
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mengelola Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan yang dilakukan tersebut
ditetapkan benar-benar dapat direalisasikan dan bahkan dapat dilampaui,
maka berbagai faktor harus diperhitungkan secara matang

Proses penentuan target dimaksud dimulai dengan keluamya surat
edaran dari Bupati Maros pada semua Dinas Daerah yang mengelola
pendapatan Daerah. Surat edaran Bupati ini berisikan permintaan target
penerimaan untuk tahun anggaran berikutnya

Oleh karena itu Perusda melakukan rapat untuk menentukan target
pendapatan yang dikelola, dimana yang hadir adalah kepala Perusda, Kepala
Pasar, Petugas Pasar dan seksi-seksi lain. Setelah target retribusi pasar
yang ditetapkan oleh unsur yang berwenang, maka Perusda menyampaikan
target tersebut kepada Bagian Keuangan sebagai bahan dalam menyusun
anggaran belanja untuk tahun anggaran yang berkenaan.

Target yang ditetapkan oleh Perusda seperti tersebut di atas, masih
akan diolah sebelum secara resmi ditetapkan sebagai target untuk tahun
anggaran yang bersangkutan. Dikatakan demikian karena target pendapatan
pasar merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang juga harus
Daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah dan selanjutnya harus
mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Gubemur
Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Maros. Ini berarti bahwa penentuan
penerimaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dengan target penerimaan

atau anggaran pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
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karena retribusi daerah yang sesungguhnya secara resmi setelah Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah, lainnya, dan penentuan targetnya dilakukan
dengan Anggaran Pendapatan Belanja dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan

3. Tata Cara Pemungutan

Sebelum mengemukakan pengertian pemungutan maka penulis
terlebih dahulu memberikan pengertian tata cara yang dikemukakan oleh
Slamet Soelarno (1999: lll), dalam bukunya yang berjudul " Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah" adalah:

" rangkaian tata kerja yang saling berkaitan, kemudian membentuk

kebulatan pola kerja (suatu totalitas) daJam rangka pelaksanaan

bidang kerja pengenaan."

Secara etimologi, kata pemungutan berasal dari kata "Pungut" yang
berarti memungut atau mengambil, sedangkan kata "Pungut" yang rnendapat
sisipan -em dan akhiran -an menjadi pemungutan yang berarti perbuatan
(hal, cara) memungut. Jadi dikaitkan dengan pemungutan retribusi pasar
maka berarti keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi
pasar sesuai dengan yang ditentukan dalam rangka usaha untuk
memperoleh pemasukan atan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah
disediakan oleh pemerintah dalam

Hal ini sejalan dengan penegrtian menurut Slamet Soelarmo

(1999:111), dalam bukunya yang berjudul " Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah”, mengemukakan bahwa :

31



“pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek sampai kegiatan penagihan

pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya “.

Sedangkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa:

"Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan

besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan
penagihan pajak atau wajib retribusi pajak atau retribusi kepada wajib
pajak serta pengawasan penyetorannya”.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tata cara
pemungutan retribusi pasar merupakan suatu kegiatan yang secara terpola
merupakan pedoman dalam hal pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

4. Penyetoran

Kegiatan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi pasar oleh
kolektor terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar yang
mewilayahi dilakukan setiap hari pasar beserta sisa karcis yang masih ada,
selanjutnya UPTD pasar menyetor ke Bendaharawan Khusus Penerima
(BKP) Perusda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil setoran UPTD pasar, maka BKP mencatat dan
menjumlah dalam buku pembantu penerimaan sejenis dan selanjutnya
membukukan dalam buku kas umum ( formulir model bend 10 ) dan membuat
rekapitulasi hasil atas realisasi penerimaan retribusi pasar setiap sepuluh hari

untuk dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada kepala Perusda.

Laporan yang sudah disahkan oleh Kepala Perusda, selanjutnya dilaporkan

32



ke Dinas pendapatan daerah berdasarkan surat pengantar atau realisasi
penerimaan retribusi pasar yang dibuat oleh Tata Usaha dan disahkan oleh
Kepala Perusda. Dan ditembuskan ke Bupati Kabupaten Maros, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pengawas Daerah
(BAWASDA)

Selanjutnya kegiatan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi
pasar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) disetor setiap sepuluh hari
dengan menggunakan Model Bend 17. Formulir tersebut, diperiksa oleh
kepala Perusda kemudian disetor ke bagian pemegang kas daerah yang
ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah dan bukti setoran tersebut dalam
rangkap tiga yaitu: satu rangkap untuk BKP Perusda, satu rangkap untuk
pemegang kas daerah, satu rangkap ditembuskan ke bagian pembukuan
Dinas Pendapatan Daerah.

5. Pengawasan

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam
organisasi. Pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan
program kerja yang telah direncanakan sebelumnya telah berjalan dengan
baik.

Perkataan pengawasan mempunyai beberapa arti antara lain:
mengecek atau memeriksa mengatur, membandingkan dengan suatu

standar, terlalu menyimpang dari rencana dan jika teljadi penyimpangan
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dapat diterima
Menurut Syafie dkk (1999: 83), mengemukakan bahwa:
"Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan vyaitu pelaksanaan, menilai

pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana .

Sedangkan Winardi (1981:56). mengatakan bahwa tindakan
controlling biasanya meliputi tindakan membandingkan apa yang
direncanakan akan dicapai dengan apa yang benar-benar dicapai dalam
kenyataan.

Menurut Kast dan Rozensweight (1990:730), bahwa setidak-tidaknya
terdapat tiga garis pemikiran yang nyata yang berhubungan dengan
pengawasan Vaitu: (1) mengekang atau mengendalikan. (2) mengarahkan
atau memerintah, (3) mengatur.

Lebih lanjut Panglaykim dan Tanzil (1986: 176). mengatakan bahwa
pengawasan dapat dilihat dari 3 sudut yaitu
a. Menyeleksi standar dan titik strategis
b. Memeriksa dan memberikan laporan akan pelaksanaan yang lalu
C. Mengambil tindakan-tindakan korektif (sesuatu yang akan memperbaiki

keadaan yang buruk).

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya. Adapun pentingnya pengawasan sebagai

berikut:
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a. Pengawasan lebih intensif dan efektif. Dalam artian intensif karena jarak
terlaksana sesuai dengan rencana dan penyimpangan dapat ditekan
seminimal mungkin

b. Mempertebal tanggungjawab pimpinan karena pelaksanaan pengawasan
secara berjenjang, maka setiap pimpinan satuan organisasi akan
melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Bertitik tolak dari asumsi
bahwa setiap bawahan akan senantiasa menyajikan yang terbaik buat
atasannya

c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para bawahan. Sehubungan
dengan pemungutan retribusi pasar, salah satu cara untuk mencapai
tujuan dengan pelaksanaan pengawasan melekat sehingga tindakan
korektif bimbingan, pengarahan dan perbaikan dapat dilakukan untuk
meminimalkan penyimpangan di masa mendatang

6. Pelaporan

Menurut Bohari (1990:940), menyatakan bahwa pencatatan
merupakan metode pengendalian financial yang terpenting terhadap kegiatan
dan sumber informasi aktual tentang perkembangan peristiwva, kemajuan
atau prestasi dan bagi penilaian kegiatan. Prinsip dasar yang meletakkan
tanggungjawab adalah kemungkinan dapatnya mempertanggungjawabkan
karena itu dalam menyusun pola pencatatan dan laporan harus

memperhatikan prinsip dasar tersebut.
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Pelaporan diperlukan dalam setiap organisasi, yaitu untuk memberikan
informasi kepada organisasi dalam rangka menyusun rencana atau program
di masa depan. Disamping itu pencatatan merupakan landasan bagi
pelaporan dan sarana Juga sebagai bahan bagi manajemen untuk
mengadakan tindak koreksi Adapun pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam
sistem pelaporan, yaitu:

a. Pelaporan harus dibuatsesuai dengan tanggungjawab yang ditugaskan

b. Orang atau unit-unit hanya diwajibkan melaporkan hai-hal yang menjadi
tanggungjawabnya;

c. Biaya pengumpulan data-data dan biaya penyiapan laporan harus
dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari lapangan tersebut:

d. Laporan harus sederhana, konsisten dengan sifatsifat pokok
persoalannya informasi yang tidak ada manfaatnya bagi pejabat atau
organisasi yang menerima tidak perlu dicantumkan dalam laporan.

e. Laporan harus dibuat secara tepat waktu.

D. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberi
kewenangan untuk mencari dan mengembangkan penerimaan-penerimaan
yang berasal dari daerah itu sendiri yang sering disebut dengan PAD.

PAD menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah.
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penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya
sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
paraturan parundang-undangan yang barlaku.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.
PAD terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah

b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan daerah dan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sabh.

Kebijaksanaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD
sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
sesuai dangan kebutuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah yaitu

- Hasil pajak daerah

- Hasil retribusi daerah

- Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
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b. Dana perimbangan
c. Pinjaman daerah
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dengan memperhatikan pendapatan daerah tersebut, maka PAD
merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah melalui usaha-usaha
yang dilakukan oleh daerah sendiri tanpa ketergantungan pada pusat yang
panggunaannya diatur oleh daerah sendiri.

Dengan  semakin meningkatnya  tuntutan  penyelenggaraan
pemerintahan. pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakata,
otomatis aspek pembiayaan menduduki posisi paling penting, sementara
PAD dan bantuan pusat (dana perimbangan) tidak mampu menutupi semua
kebutuhan pembiayaan tersebut. sehingga daerah harus berupaya menggali
dan mencari alternatif pembiayaan untuk meningkatkan PAD secara terus
menerus.

PAD yang merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri perlu
terus ditingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban
biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kegiatan
pembangunan yang semakin meningkat, sehingga kemandirian dan otonomi
daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

E. Kerangka Pemikiran
Keuangan daerah adalah merupakan salah satu unsur yang terpenting

dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sumber-
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sumber pendapatan asli daerah (PAD), yakni hasil pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah, dan dana perimbangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
menyatakan bahwa; Pendapatan Asli daerah, yang selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) adalah retribusi daerah,di mana retribusi daerah merupakan pungutan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pembayaran jasa atau
pemberian izin. Retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang
sangat potensial.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut di
Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan pemungutan tersebut diterapkan
fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan. Di manan fungsi - fungsi manajemen itu diterapkan dalam
pengelolaan retribusi pasar yaitu penentuan target, pelaksanaan
pemungutan, pembukuan dan pelaporan serta pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka pemikiran dalam

penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :
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PERUSDA ( Perusahaan Daerah
Pasar ) KABUPATEN MAROS

A

Faktor — faktor yang
mempengaruhi:
1. Aparat Pelaksana
2. Kesadaran wajib retribusi
3. Pelaksanaan kerja
4. Penerapan sanks

\4

Pengelolaan Retribusi
- Pendaftaran dan
pendataan
- Penetapan target
- Tata cara pemungutan
- Penyetoran
- Pengawasan
- Pertanggungjawaban

Efektivitas Pengel olaan Retribusi

Peningkatan PAD Kab. Maros
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dari bulan juli
sampai desember 2006 dengan fokus Pengelolaan retribusi pasar di pasar
sentral Maros dari tahun 2004-2006 yang berlokasi di Kabupaten Maros
Provinsi Sulawesi Selatan pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Maros
dan Pasar sentral Maros.
Ada beberapa hal yang mendasari penulis mengapa Pasar Sentral
Maros menjadi lokasi penelitian secara khusus, Yakni:
1. Karakter pasar yang ada diseluruh pasar di Kabupatern Maros juga
terdapat di Pasar Sentral Maros.
2. Hampir semua pedagang yang ada di pasar sentaral Maros juga
melakukan kegiatan di pasar-pasar lain yang ada di Kabupaten Maros.
3. Pasar sentral Maros merupakan pasar Ind uk atau pasar Kabupaten.
4. Jumlah pedagang dan pembeli jauh lebih banyak di pasar sentral Maros

dibandingkan di pasar lain.

B. Unitanalisis
Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada organisasi yakni

Pasar Sentral Maros dan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Maros.
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C. Jenis dan Desain Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
jenis penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan metode
Study Kasus dengan harapan dapat mengetahui sedalam-dalamnya tentang
Pengelolaan retribusi di pasar sentral Maros dalam rangka meningkatkan

PAD Kabupaten Maros.

D. Informan
Untuk keperluan pengumpulan data ditetapkan informan yang secara
langsung bersentuhan dengan aktifitas Pengelolaan retribusi pasar sentral

maros dengan perincian sebagai berikut :

a. Direktur Utama Perusda 1
b. Direktur Umum dan Keuangan 1
c. Direktur Operasional 1
d. Kepala Unit Pelaksana teknis Perusda 3
e. Petugas pemungut ( kolektor) 5
f. Masyarakat Wajib retribusi 10

21

E. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Jenis dan sumber data
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Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dengan melakukan
pengamatan langsung ke lapangan tentang pengelolaan retribusi
pasar di pasar sentral Maros.

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti yang
bersumber dari dokumen, laporan kepustakaan lainnya yang sangat

mendukung kelengkapan data pada penelitian yang dilakukan.

b. Teknik Pengumpulan Data

yang

Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan
wawancara atau pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula dari
informan kunci.

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan guna
melengkapi data yang dibutuhkan.

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang melalui penelusuran
terhadap sejumlah dokumen, laporan dan referensi lainnya yang

berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

F. Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif,

bertujuan untuk mendeskripsikan/ menggambarkan tentang

Pengelolaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan asli

daerah ( PAD ) dikabupaten Maros. Maka untuk mengolah data yang ada

dalam hasil wawancara digunakan analisa deskriptif kualitatif.
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G. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pemahaman dan amnalisis penelitian, maka
diberikan definisi tentang variabel - variabel yang akan diteliti dalam
penelitian ini :

1. Pengelolaan adalah pemanfaatan berbagai sumber-sumber penerimaan
Pemerintah daerah pada sektor retribusi pasar di pasar sentral Maros
guna menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
Maros.

2. Retribusi pasar adalah dana yang ditarik oleh aparat pengelolah retribusi
pasar di pasar sentral Maros pada para pedagang sebagai kompensasi
dari penggunaan/pemanfaatan fasilitas yang telah disiapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah Kabupaten
Maros yang bersumber dari pengelolaan retribusi pasar di pasar sentral

Maros.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi Penelitian
1. Keadaan Pasar
Dalam hal pengelolaan retribusi Pasar, penentuan target adalah
penentuan besarnya jumlah penerimaan retribusi Pasar secara
minimal yang seharusnya diterima oleh pemerintah Kabupaten Maros
sebagai hasil dari pengelolaan Retribusi Pasar selama satu (1) tahun
anggaran dengan melakukan pendataan jumlah Lods, kios dan
pedagang serta fasilitas-fasilitas yang ada dilokasi Pasar sentral Maros
yang menjadi sumber potensial dalam meningkatkan pendapatan
daerah Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan responden
diperoleh informasi mengenai jenis objek yang kena retribusi dan
besaran tarip serta jadwal pemungutan retribusi yang dapat ditarik dari
pemakaian fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah
Kabupaten Maros yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar
(Perusda Pasar) di Pasar sentral Maros, dapat dilihat pada tabel

berikut :
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Tabel 1
Objek retribusi dan besarnya Tarif yang dipungut dari para
Pedagang di Pasar Sentral Maros

NO OBJEK TARIF
1 Lods Rp.500
2 Kios Rp.500
3 Pelataran Rp.1000

Sumber: Hasil olahan data Primer,2006
Selanjutnya penulis akan menampilkan tentang waktu/hari
penarikan retribusi secara resmi di Pasar Sentral Maros untuk jadwal
hari pasar dan bulanan.
Tabel. 2

Waktu/hari penarikan retribusi secara resmi di pasar
sentral Maros

NO Waktu/hari Objek TARIF
penarikan
1 Senin Lods Rp.500
2 Kamis Kios Rp.500
3 Sabtu Pelataran Rp.1000
4 Bulanan Lods Rp. 10.000
Kios Rp. 10.000

Sumber: Hasil olahan data Primer,2006
Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jadwal

resmi penarikan retribusi pasar di pasar sentral maros sebanyak 3
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(tiga) kali seminggu, namun dalam kenyataannya di lapangan
menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa pedagang
(Nurdin,Aco,H.Arsyad), mengatakan bahwa:

“Petugas pemungut (kolelektor) pasar meminta pembayaran

retribusi bukan hanya pada hari-hari pasar saja akan tetapi

hari-hari lain pun tetap meminta pembayaran hanya saja
terkadang jumlah yang diminta tergantung pedagang yang
penting ada”.

(Hasil wawancara, November 2006)

Data tersebut di atas menurut penulis sangat penting
diketahui dalam rangka memberikan gambaran tentang kondisi yang
ada di pasar sentral maros menyangkut objek penerimaan dan
besaran penerimaan yang diperoleh dari pengelolaan fasilitas yang
ada.

Dalam rangka penentuan target penerimaan retribusi Pasar
di Pasar sentral Maros khususnya maka perlu dilakukan pendataan
terhadap para pedagang atau para pengguna jasa fasilitas di Pasar
sentral Maros jumlah Lods dan jumlah kios yang terdaftar secara
resmi. Hal ini disebabkan karena data-data tersebut akan digunakan
dalam hal penyusunan rencana penerimaan perusahaan Daerah
Pasar (PERUSDA) khususnya di Pasar sentral Maros.

Selanjutnya penulis akan menampilkan tentang jumlah

pedagang, Lods dan kios di Pasar sentral Maros:
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Tabel 3
Jumlah Pedagang Lods dan Kios di Pasar sentral Maros

NO OBJEK JUMLAH
1 Lods 300 Unit
2 Kios 400 Unit
3 Pedagang + 1000 Pedagang

Sumber data: Hasil olahan data primer,2006

Pelaksanaan pendataan tentang jumlah pedagang lods dan
Kios Dbertujuan untuk mengetahui berapa besar perkiraan
penerimaan di Pasar sentral Maros apa benar pendapatan yang
dilakukan sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
dilapangan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, penulis
menemukan bahwa disamping objek penerimaan yang telah
disebutkan di atas masih terdapat sumber lain yang dapat
menunjang penerimaan daerah, yakni penggunaan fasilitas umum

(WC Umum) yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4

Tarif penggunaan fasilitas penunjang (WC Umum )

NO JENIS PENGGUNAAN TARIF

1 Buang air kecil Rp.500,-

2 Buang air besar Rp.1000,-
3 Mandi Rp. 1000,-

Sumber data: Hasil olahan data primer,2006

2. Tupoksi Perusahaan Daerah Pasar ( PERUSDA )

Perusahaan Daerah Pasar ( PERUSDA ) Kabupaten Maros

dibentuk berdasarkan PERDA NO. 15 Tahun 2001, yang mana

awalnya pengelolaan retribusi Pasar di tangani oleh Dinas Pendapatan

Daerah (DISPENDA), namun dalam perkembangannya Pemerintah

Daerah Kabupaten Maros mengambil kebijakan membentuk dan

mengalihkan tugas pengelolaan kepada Perusahaan Daerah Pasar

(PERUSDA)

berdasarkan surat Keputusan Bupati Maros Nomor:

29/kpt/505/11/2005 Tentang pengalihan tugas pengelolaan Pasar Kab.

Maros kepada PERUSDA Kab. Maros. selanjutnya yang menjadi dasar

tentang pengelolaan Retribusi Pasar yakni PERDA NO. 35 Tahun

2002.

a. Kedudukan Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan.
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? Perusahaan Daerah (PERUSDA) adalah Badan Usaha Milik
Daerah yang bergerak dalam pengelola Pasar

? Perusahaan Daerah (PERUSDA) diselenggarakan atas azas
Ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi
Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan
demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan
kesajahteraan masyarakat.

? Perusahaan Daerah ( PERUSDA ) dipimpin oleh seorang Direktur
Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Badan Pengawas.

2. Tugas Pokok

Tugas pokok Perusahaan Daerah Pasar dalam melaksanakan

pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang

pasar, ikut membantu memantapkan stabilitas harga dan kelancaran
distribusi di pasar dan pasilitas perpasaran lainnya.
3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di

atas, Perusahaan Daerah Pasar mempunyai fungsi melaksanakan

pelayanan umum/jasa kepada masyarakat dalam bidang sarana dan

prasarana.
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b. Susunan Organisasi

1.

2.

Badan Pengawas

Direksi:

? Direktur Utama

? Direktur

Unsur Staf

Unsur Pelaksana terdiri dari unit-unit Pasar

Uraian Tugas

a. Badan Pengawas mempunyai Tugas:

Mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus
baik secara langsung maupun tidak langsung baik diminta
maupun tidak diminta

Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas anggota
menurut bidang masing-masing untuk masa-masa 1 (satu)
tahun buku perusahaan

Menyelenggarakan rapat kerja sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam
melaksanakan kegiatannya, bilamana diperlukan sewaktu-
waktu mengadakan rapat untuk menentukan keputusan

mengenai hal-hal yang mendesak.
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iv.

Vi.

Vii.

Merumukan kebijakan perusahaan secara terarah dalam
bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai
dengan kebijakan pemerintah, baik jangka pendek maupun
jangka panjang

Mengadakan penelitian data prestasi kerja dari para anggota
Seksi Perusahaan atau hasil-hasil yang telah dicapai oleh
perusahaan, mengusulkan penggantian dan pengangkatan
direksi baru kepada Bupati.

Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan secara
berdaya guna serta memberikan petunjuk kepada
perusahaan daerah secara efektif dan efesien berdasarkan
kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam
Keputuan Badan Pengawas.

Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati tentang
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan
Daerah untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi,3
(tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berjalan, maka
Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut pembagian laba
dilaksanakan setelah ada laporan pengawasan dari instansi

yang berwenang.
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viii.

Xi.

Xil.

Xiii.

Menelaah dan mengevaluasi serta memberi petunjuk lebih
lanjut atas laporan perhitungan hasil usaha perusahaan
daerah yang wajib dikirim oleh Direksi dalam jangka 3 (tiga)
bulan sekali.

Memberi saran dan pendapat kepada Bupati terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan dan
Perubahannya yang diajukan Direksi pada tahun buku
berjalan

Memberi pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan
tahunan Perusahaan Daerah yang terdiri dari Neraca
Rugi/Laba dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan
setelah laporan terebut diterima dari Dirseksi. Pelaksanaan
pembagian laba dilaksanakan setelah ada Ilaporan
pemeriksaan dari instani yang berwenang.

Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan
kepegawaian Perusahaan Daerah dan penghasilannya
sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat jalinan
koordinasi dan keserasian antara Perusahaan Daerah
maupu Pemerintah Pusat

Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala

(triwulan dan Tahunan) serta setiap waktu apabila
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Xiv.

diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah
dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas

Melaksanakan fungsi lainnya yang dianggap perlu oleh
Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan

Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

b. Direktur Utama mempunyai tugas :

Memimpin Pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah sesuai
peraturan yang berlaku

Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun
pengadilan atau mengatur penyerahan kuasa Direksi
Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah untuk jangka
panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang
operasional, Bidang Umum termasuk pengelolaan keuangan
dan admistrasi untuk mencapai tujuan

Merumuskan strategi Perusahaan Daerah dan menjalankan
kebijakan yang ditetapkan oleh badan pengawas dalam
melaksanakan operasi Perusahaan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh
organisasi yang berusaha mencapai taraf efesiensi dan

administrasi yang baik



Vi.

Vii.

viii.

secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai
fungsi Perusahaan Daerah

Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi
sesuai dengan peraturan yang berlaku

Secara berkala melakukan penelitian terhadap manfaat dan
efesiensi dari item atau prosedur adminstrasi yang berlaku
Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan

mewakili Perusahaan keluar

c. Direktur Umum mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang
administrasi umum, keuangan dan kesektariatan
Mengkoordinasikan kegiatan pengadaan dan perlengkapan
serta peralatan

Merencanakan dan  mengendalikan  sumber-sumber
pendapatan, serta peralatan

Mengadakan kerja sama yang erat dengan Direktur
Operaional dalam mengatur, mengawasi, menyediakan
fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran
kegiatan dalam bidang Operasional

Mengawasi penyusunan Anggaran Belanja/menetapkan

besarnya modal kerja Perusahaan, merumukan dan
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menetapkan kebijaksanaan perusahaan, keuangan lebih
efektif bersama dengan Direktur lainnya.

vi. Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang “Up To
Date” dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan
perbaikan pada poin keuangan dan persediaan barang
kepada Direktur Utama

vii. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat
edaran dan pengumuman mengenai tata tertib perusahaan
daerah dan kepegawaian yang dapat memperlancar
kegiatan dan meningkatkan efesiensi kerja pada pegawai
atau persetujuan Direktur Utama

viii. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan
mewakili Perusahaan Daerah dengan sepengetahuan
Direktur Utama

IX. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur
Utama

x. Dalam melaksanakan tugas Direktur Utama dibantu oleh
Bagian Umum dan Bagian Keuangan

d. Direktur Operasional mempunyai tugas :

I. Merencanakan, memimpin, mengkoordinaikan kegiatan-

kegiatan bagian fisik dan prasarana serta perencanaan dan

pelaporan

56



Vi.

Vil.

viii.

Merencanakan dan melaksanakan item pengelolaan Pasar
pada unit-unit Pasar

Merencanakan tehnik-tehnik pengelolaan dan kegiatan
operasi yang lebih efektif, efesien dan umum
Mengkoordinasikan  kegiatan  perencanaan  dibidang
pendapatan, penertiban dan peralatan

Membuat laporan dan pertangungjawaban kepada Direktur
Utama

Melakanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Operasional dibantu
oleh bagian fisik dan prasarana serta Bagian perencanaan
dan Pelaporan

Tiap-tiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian dalam
melakansanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Operasional

e. Bagian Umum mempunyai tugas :

Merencanakan, = mengkoordinasikan dan  mengawasi
pelaksanaan tugas dari Seksi Administrasi dan kepegawaian
serta Seksi perlengkapan

Mengkoordinir dan mengendalikan tata usaha kepegawaian
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Vi.

Vii.

viii.

Mengadakan usaha pemeliharaan dan pengawasan
peralatan dan bangunan kantor

Mengendalikan semua barang dan peralatan yang menjadi
milik Perusahaan Daerah sesuai dengan kebutuhannya
Menyiapkan dan mengurus perkara yang menyangkut
Perusahaan Daerah

Meneliti mempelajari  dan  melaksanakan petunjuk
perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi
Perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku
Mengkoordinir/mengurus pelaksanaan barang-barang
inventaris perusahaan

Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian yang
berkaitan dengan tugasnya

Melakanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Direksi

Dalam melakanakan tugas-tugasnya, kepala Bagian Umum
dibantu oleh Seksi Administrasi Kepegawaian serta Seksi

pengadaan dan peralatan.

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Umum,mempunyai tugas:
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Vi.

Vii.

viii.

Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas dari Seksi pembukuan dan Seksi anggaran
Merencanakan, mengendalikan dan menginventarisir
sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan
kekayaan perusahaan

Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk
peningkatan pelayanan yang menyangkut keuangan
Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik
dengan bank atau lembaga keuangan lain dan pemerintah
Menyiapkan laporan keuangan Perusahaan dan menyusun
rencana anggaran tahunan

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja serta neraca dan laporan laba/rugi
Perusahaan Daerah

Membuat evaluasi di dalam kegiatan Perusahaan di bidang
keuangan

Melakukan pemeriksaan dan Pembukuan perusahaan setiap
saat

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh

direksi

x. Dalam melaksanakan tugasnya kepala bagian keuangan

dibantu oleh Seksi Pembukuan dan Seksi Anggaran
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Xi.

Tiap-tiap Seksi sebagaimana dimakud di atas masing-masing

dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah tanggung jawab kepada kepala

bagian keuangan

. Bagian Fisik dan Prasarana dipimpin seorang Kepala Bagian

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Operasional mempunyai

tugas :

Vi.

Vil.

viii.

Merencanakan, mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan
tugas dari Seksi penagihan serta Seksi penertiban dan Seksi

kebersihan

I. Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan sarana dan

prasarana Pasar

i. Menyusun Program pengamanan dan ketertiban Pasar

Mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
penagihan

Menyelenggarakan pemeliharaan dan peralatan Pasar
Menyelenggarakan kegiatan administrasi pemasaran
Melakukan rehabilitasi bangunan dan fasilitas yang ada di
Pasar yang mengalami kerusakan

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh

seksi
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iX.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Fisik dan
Prasarana dibantu oleh, Seksi Penagihan dan Seksi
Penertiban dan Kebersihan

Tiap Seksi sebagaimana dimakud pada ayat 2 masing-
masing dipimpin oleh kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada kepala Bagian Fisik dan Prasarana

. Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasional

mempunyai tugas:

Merencanakan mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan
tugas dari Seksi perencanaan, Seksi Evaluasi dan
Pelaporan

Menyusun program dan rencana kerja perusahaan di bidang

Operasional

iii. Menyusun rencana peningkatan pendapat perusahaan

Mengadakan analisis evaluasi pendapatan Pasar serta
menyusun laporan hasil evaluasi
Menyelenggarakan kegiatan pembuatan laporan keadaan

keuangan seuai dengan data dan kedaan yang ada
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Vi.

Vii.

viii.

Melakanakan kegiatan adminitrasi sesuai dengan bidang
tugasnya

Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
DirSeksi

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Perencanaan
dan Pelaporan dibantu oleh, seksi Perencanaan dan Seksi
Evaluasi dan Pelaporan

Tiap seksi sebagaimana dimakud di atas masing-masing
dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada kepala bagian perencanaan dan pelaporan

Unsur Pelaksana terdiri dari beberapa unit yaitu unit Pasar

yaitu:
i.  Unit Pasar | : Pasar sentral
i, Unit Pasar 1l : Barandasi,panjalingan,panaikang
dan pute
iii.  Unit Pasar Il : Pasar Batang Ase,Amma’rang
iv.  Unit Pasar IV . Pasar Carangki dan Moncongloe
v. Unit Pasar V : Pasar Bulu-bulu
vi. Unit Pasar VI : Pasar Pakalu, Bt.Kappong,
Jambatan Keru dan batu Napara
vii.  Unit Pasar VII : Pasar Camba dan Mallawa
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Unit-unit terebut dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam
melakanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Utama melalui Direktur Operasional. Kepala Unit
mempunyai tugas;
1. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan
Pasar yang berada dalam wilayah kerjanya
2. Mengendalikan dan mengkoordinasikan program-program
Pasar yang berlaku
3. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur
Utama
4. Tata Kerja
a. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas, DirSeksi,
Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan kelompok
jabatan fungsional dalam lingkungan perusahaan daerah
maupun unit kerja lainnya
b. setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
c. setiap Pimpinan dalam satuan organisasi dalam lingkungan

Perusahaan bertanggung jawab memimpin dan
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mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya

d. setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya

e. setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi oleh
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian
petunjuk kepada bawahan

f. Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan
tugasnya, maka Direktur Utama dapat menunjuk salah satu
Direktur untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas
kepangkatan dan kemampuannya.

5. Pengeloaan Retribusi Pasar di Kabupaten Maros
Dalam rangka pelakanaan otonomi daerah yang nyata,

luas dan bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam

prinsip- prinsip otonomi daerah. Adanya otonomi kepada

pemerintah daerah maka daerah diberi hak dan kewajiban untuk

menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah.

Penyelenggaran tugas pemerintah daerah dan pembangunan

daerah dapat berjalan secara seimbang, efektif dan efesien



apabila ditunjang dengan penerimaan dan penyediaan biaya
yang cukup memadai, sehingga penyelenggaraan otonomi
daerah dapat dipertanggung jawabkan.

Pertumbuhan penduduk dan mobilitas kegiatan
ekonomi yang semakin kompleks di Pasar sentral Maros,
menyebabkan pemerintah daerah khususnya perusda Pasar
Kabupaten Maros untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan
retribusi Pasar dalam rangka menunjang peningkatan
pendapatan daerah (PAD).

Pemerintah daerah Kabupaten Maros telah berupaya
menggali potensi penerimaan daerah  melalui pengelolaan
retribusi Pasar sebagai salah satu sumber penerimaan

pemerintah daerah yang potensial.

2. Keadaan Pegawai
Sehubungan dengan susunan organisasi perusda, maka penulis
menguraikan sedikit tentang keadaan pegawai berdasarkan tingkat
pendidikan golongan dan jabatannya.
Jumlah pegawai yang ada pada Perusda Kabupaten Maros yang
rata-rata merupakan pegawai kontrak adalah sebanyak 53 orang dengan

kualifikasi sebagai berikut :
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a. Tingkat pendidikan Pegawai Perusahaan Daerah (Perusda) Pasar
Kabupaten Maros.

Berdasarkan hasil survey diperolen data bahwa, tingkat
pendidikan pegawai perusahaan daerah (Perusda) pasar rata-rata
tamatan sekolah Dasar (SD) dan sekolah Menegah atas (SMA) dan
ditemukan beberapa sarjana (S1) dan Diploma lll. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel. 5

Keadaan Pegawai Perusahaan Daerah Pasar
Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2006
NO TINGKAT PENDIDIKAN FREKWENSI PERSENTASE
1 Sarjana 3 5.66
2 Diploma 2 3.77
3 MA 18 33.96
4 SD 30 56.60
Jumlah 53 100

Sumber: Hasil olahan data sekunder,2006
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, lebih dari 50%
responden adalah berpendidikan sekolah Dasar (SD) dan selebihnya
adalah sekolah Lanjutan Atas sarjana dan Diploma. Hal ini disebabkan

karena kegiatan pemungutan dan penagihan retribusi Pasar tidak
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terlalu membutuhkan pegawai yang memiliki kualifikai pendidikan
tinggi karena umumnya kegiatannya hanya lebih banyak
menggunakan kemampuan fisik.
b. Tingkat Pendidikan Informan
Dari hasil survey dan wawancara dengan informan diperoleh data

bahwa tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel

berikut:
Tabel. 6
Tingkat Pendidikan informan
Tahun 2006

NO TINGKAT PENDIDIKAN FREKWENSI PERSENTASE
1 Sarjana 3 14.28
2 SMA 6 28.57
3 SMP 4 19.04
4 SD 8 38.09

Jumlah 21 100

Sumber: Hasil olahan data sekunder,2006
c. Jenis Kelamin pegawai perusda pasar Kabupaten Maros.
Berdasarkan hasil survey diperoleh data bahwa umumnya
rata-rata pegawai perusda pasar yang tersebar di beberapa pasar
(16 orang) dalam penelitian ini adalah kaum laki-laki untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel. 7
Keadaan Pegawai Perusda Kab Maros
Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2006
NO JENIS KELAMIN FREKWENSI PERSENTASE
1 Laki-laki 48 90.6
2 Perempuan 5 9.4
Jumlah 53 100

Sumber Data: Hasil olahan data sekunder,2006
Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, pada umumnya
pegawai perusda pasar adalah laki-laki, hal ini disebabkan bahwa laki-
laki biasanya dianggap lebih gesit, cepat dan tanggap dalam
melakukan pekerjaanpekerjaan yang membutuhkan waktu dan
tenaga khususnya dalam melakukan kegiatan penagihan/pemungutan
retribusi Pasar kepada para pedagang di Pasar sentral Maros.

3. Implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar Sentral Maros
Kabupaten Maros

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan
bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam prinsip - prinsip
pemberian otonomi, pemerintah daerah diberi hak dan kewajiban untuk
menggali dan memanfaatkan sumber pendapatan daerah. Penyelenggaraan

tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat berjalan secara
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seimbang, efektif dan efisien apabila ditunjang dengan penerimaan dan
penyediaan biaya yang cukup memadai, sehingga penyelenggaraan otonomi
dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memenuhi sumber-sumber pembiayaan daerah, diwajibkan
untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pertumbuhan penduduk
dan mobilitas penduduk yang semakin meningkat di Kabupaten Maros,
menyebabkan pengelolaan retribusi pasar merupakan salah satu masalah
yang perlu mendapat perhatian. Pengelolaan retribusi pasar yang optimal
akan memberi sumbangan penerimaan terhadap peningkatan penerimaan
retribusi, yang dapat pula meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kabupaten Maros.

Pemerintah daerah Kabupaten Maros telah berupaya menggali potensi
penerimaan daerah melalui pengelolaan Retribusi Pasar sebagai salah satu
sumber penerimaan daerah yang potensial. Pengelolaan retribusi Pasar
dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Maros, berdasarkan
Keputusan Bupati Maros Nomor 29 tahun 2005 tentang Pengalihan Petugas
Pasar Kabupaten Maros kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten
Maros

Sedangkan aturan operasional pelaksanaannya mengacu pada
Keputusan Bupati Nomor 04/Skep/PDP/MRVII/2006 tentang uraian tugas
pengelola, dan Personalia Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Maros.

Pemungutan retribusi pada pasar sentral Maros dikenal dua cara yaitu
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1. Retribusi bulanan adalah retribusi yang diwajibkan kepada pedagang yang
berjualan secara menetap serta menempati ruko, kios,lods dan bak-bak
yang permanen yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang
penagihannya dilakukan tiap bulan sekali.

2. Retribusi untuk hari pasar yaitu retribusi yang diwajibkan kepada para
pedagang yang menggunakan fasilitas (Lods,kios pelataran dan
sebagainya) yang ada di pasar sentral Maros yang penagihannya
dilakukan setiap hari pasar pada saat pedagang tersebut berjualan.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Maros
ditangani atau melibatkan aparat sebagai berikut:

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perusda, tugasnya:

1. Mengkoordinasikan semua kebijaksanaan dari kepala Perusda
kepada masyarakat pasar/ pengguna pasar

2. Menjabarkan kebijaksanaan tersebut dalam pelaksanaan tugas
sebagai pengelola pasar dalam hal segala pemungutan dalam
pasar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

3 Bertanggung jawab langsung dalam hal pengaturan terhadap
masyarakat pasar.

Selain tugas pokok dimaksud di atas, kepala Unit Pelaksana Teknis Perusda

berkewajiban melakukan tugas, yaitu:

1. Memperhatikan kelancaran dan keamanan keluar mas uk pengunjung

pasar
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N

. Menjaga dan memulihkan ketertiban dalam pasar

w

. Mengkoordinir dan me monitoring pelaksanaan pemungutan retribusi
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Perusda mempunyai fungsi:
1. Melakukan pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi pasar secara
operasional berdasarkan instruksi Perusda

2. Mengumpulkan semua uang beserta sisa karcis dari petugas pemungut

w

. Menyetor uang hasil pungutan kepada Bendaharawan Khusus Penerima
Perusda
4. Melakukan pelaksanaan ketertiban dan kebersihan pasar

5. Melakukan pelaksanaan kebersihan pasar

(op

. Petugas Pemungut (Kolektor)

Petugas pemungut yaitu petugas yang secara langsung menerima
pembayaran dari pihak wajib bayar retribusi pasar dengan memberikan karcis
sebagai alat bukti pembayaran oleh wajib bayar yang bersangkutan. Adapun
fungsi dari petugas pemungut (kolektor) sebagai berikut
a. Menerima kupon retribusi pasar atau benda berharga dari kepala pasar
b. Mendistribusikan kareis retribusi, melakukan pemungutan setiap hari

pasar
Petugas pemungut (kolektor) yaitu petugas yang secara langsung
c. Mengumpulkan semua uang beserta sisa karcis sebagai hasil

pemung utan retribusi pasar pada setiap hari pasar;
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d. Hasil pemungutan beserta sisa karcis disetor setelah selesai hari pasar
pada Unit Pelaksana Teknis Perusda.

Dari komponen yang terlibat di atas dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi pasar sentral Maros, melaksanakan kegiatan pemungutan disertai
surat tugas. Adapun pembagian tugas yang telah ditentukan dalam rangka
peningkatan pelayanan terhadap pemakaian jasa adalah:

1. Dua orang kolektor yang diberikan tugas untuk menagih wajib bayar yang
tergolong pedagang kaki lima yaitu bertempat pada bagian pelataran. Dan
waktu penagihan oleh kolektor tersebut yaitu jam 06.00-07.00 pagi.

2. Tiga orang kolektor ditugaskan Untuk menagih wajib bayar dalam lods
atau kios bagi pedagang yang menempati secara tetap setiap hari. Dalam
pencetakan kupon retribusi pasar harus memenuhi standar pengamanan,
dan secara teknis operasional, bukti pengeluaran bulanan berbentuk
kwitansi. Pada lembaran recu termuat :

1. Organisasi pelaksana pemungutan (UPTD pasar)

2. Nama wajib bayar

3. lumlah pembayaran

4. Pembayaran untuk bulan yang bersangkutan pemungutan

5. Tanggal, bulan dan tahun pembayaran

6. Peraturan daerah sebagai dasar hukum

7. Tanda tangan kepala Unit Pelaksana  Teknis Perusda

(kepala pasar yang bersangkutan)
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. Stempel sebagai pengesahan

Sedangkan untuk karcis retribusi pasar terdiri dari dua bagian, yaitu:

. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada
petugas yang memuat data antara lain :

- Nomor seri karcis

- Jenis karcis

- Nilai nominal dengan angka dan huruf

- Peraturan daerah sebagai dasar hukum pemungutan

- Stempel pasar yang bersangkutan

. Bagian kedua tetap pada jilidnya sebagai alat atau bahan
pertanggungjawaban petugas pemungut kepada kepala pasar pada saat
menyetor hasil pungutannya yang memuat data antara lain

- Nomor seri karcis

- Jenis karcis

- Nilai nominal dengan angka dan huruf

- Peraturan daerah sebagai dasar hukum pemungutan

- Stempel pasar yang bersangkutan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral maros

Kabupaten Maros untuk dapat mengelolah penerimaannya secara efektif dan

efisien yaitu dengan menggunakan benda berharga dalam berbagai nilai

nominal yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun

2000 secara baik dan teratur, perlu adanya usaha pengendalian secara
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terarah dalam pengadaan, pemesanan dan pendistribusian benda berharga
tersebut.

Untuk itu sangat diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan serta tata
laksana pemungutan retribusi pasar sentral Maros dengan menggunakan
benda berharga harus diorganisir secara baik dan efektif, sehingga aparat
dalam menjalankan tugasnya dengan mudah dapat mengendalikan dan
mengamankan jalannya distribusi retribusi pasar sentral Maros

Adapun hal - hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan retribusi
pasar sentral Maros meliputi: pendaftaran dan pendataan, penetapan target,
tata cara pemungutan, penyetoran, pengawasan dan pertanggungjawaban.

1. Pendaftaran dan pendataan

Pendaftaran dan pendataan wajib retribusi merupakan kegiatan
ketatausahaan penerimaan daerah. Kegiatan ini menggunakan formulir
Daftar Induk Wajib Retribusi dan selanjutnya melakukan penyusunan Daftar
Induk Wajib Retribusi yang memuat nama, alamat dan nomor pokok wajib
retribusi yang dihimpun dan dituangkan dalam kartu.

Hasil pendaftaran/pendataan tersebut selanjutnya digunakan sebagai
dasar untuk penetapan wajib retribusi dan menetapkan jumlah retribusi
terutang kepada wajib retribusi

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang jumlah wajib
retribusi pada pasar sentral Maros kabupaten Maros, maka Perusda sarana

dan Prasarana melakukan kerjasama dengan kepala UPTD pasar sentral
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Maros dan pegawai atau aparat retribusi yang melakukan pemungutan
langsung

Data yang diperoleh kemudian dipadukan untuk mendapatkan data
mengenai jumlah wajib retribusi dan jumlah lods serta kios yang ada di pasar
sentral Maros untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 namun disadari
bahwa data yang diperoleh belum maksimal.

Menurut hasil wawancara dengan A.Muh.Nusidin, selaku Kabag Fisik
Sarana dan Prasaran Perusahaan Daerah (Perusda) Pasar Kabupaten
Maros mengatakan bahwa

“ Pelaksanaan pendataan terhadap potensi pasar sentral Maros belum
berjalan maksimal “. ( Wawancara 6 Agustus 2006 )

Setelah data mengenai wajib retribusi pasar sentral Maros sudah
terkumpul kemudian dibuatkan daftar nama - nama wajib retribusi tersebut
dengan jenis fasilitas yang digunakan.

2. Penetapan Target

Dalam melaksanakan fungsi dibidang perencanaan pendapatan
Daerah, maka setiap tahun Dinas Pendapatan Daerah menyusun rencana
penerimaan atau pendapatan Daerah, utamanya yang merupakan
Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan koordinasi dengan unsur
instansi atau dinas daerah yang juga mengelola Pendapatan Asli Daerah.
Perencanaan yang dilakukan tersebut termasuk di dalamnya penentuan

target penerimaan retribusi pasar setiap tahun anggaran yang nantinya akan
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dituangkan dalam rancangan anggaran dan belanja Daerah

Yang dimaksud dengan target pendapatan Daerah disini adalah
perkiraan atau hasil perhitungan pendapatan daerah yang secara minimal
dapat dicapai dalam satu tahun anggaran yaitu tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember.

Proses penentuan target dimaksud dimulai dengan keluarnya surat
edaran dari Bupati Maros pada semua Dinas Daerah yang mengelola
pendapatan Daerah. Surat edaran Bupati ini berisikan permintaan target
penerimaan untuk tahun anggaran berikutnya

Oleh karena itu Perusda melakukan rapat untuk menentukan target
pendapatan yang dikelola, dimana yang hadir adalah Direktur Perusda,
Kepala Bagian Anggaran untuk menentukan anggaran belanja tahun
anggaran yang berkenaan, dan ditetapkan oleh pihak yang berwewenang,
selanjutnya Perusda menyampaikan target tersebut kepada Bagian
Keuangan sebagai bahan dalam menyusun anggaran Pasar untuk tahun
anggaran yang berkenan.

Target yang ditetapkan oleh Perusda seperti tersebut di atas, masih
akan diolah sebelum secara resmi ditetapkan sebagai target untuk tahun
anggaran yang bersangkutan. Dikatakan demikian karena target pendapatan
daerah yang sesungguhnya secara resmi setelah Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah ditetapkan menjadi peraturan daerah dan selanjutnya harus

mendapat pengesahan dan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Gubernur
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Sulawesi Selatan untuk Kabupaten Maros. Ini berarti bahwa penentuan
penerimaan retribusi pasar tidak dapat dilepaskan dengan target penerimaan
atau Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,
karena retribusi pasar merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah
yang juga harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
yang bersangkutan dan menentuan targetnya dilakukan dengan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah lainnya.

Konsep target penerimaan retribusi pasar dihitung melalui perkalian
jumlah potensi dengan tarif dikurangi kemungkinan munculnya masalah
(10 % tarif potensi)

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan responden
diperoleh informasi mengenai jenis objek yang kena retribusi dan besaran
tarip yang dapat ditarik serta jangka waktu pemakaian fasilitas yang telah
disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah Pasar (Perusda Pasar) di Pasar sentral Maros, dapat
dilihat pada tabel 2.

Penentuan target penerimaan retribusi Pasar di Pasar sentral Maros
khususnya, dalam hal pendataan terhadap para pedagang atau para
pengguna jasa fasilitas di Pasar sentral Maros jumlah Lods dan jumlah kios
yang terdaftar secara resmi perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena data-
data tersebut akan digunakan dalam hal penyusunan rencana penerimaan

perusahaan Daerah Pasar (PERUSDA) khususnya di Pasar sentral Maros.
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3. Tata Cara Pemungutan
a. Prosedur pengadaan benda berharga oleh Dinas Pendapatan Daerah
1. Permintaan benda berharga

Perusda memasukkan surat permintaan benda berharga
yang ditujukan ke Dinas Pendapatan Daerah, dengan jumlah
sesuai dengan kebutuhan dan ditandatangani langsung oleh
Direktur Perusda. Selanjutnya surat permintaan benda berharga
setelah diperiksa dan disetujui oleh Dinas Pendapatan Daerah,
kemudian didisposisikan ke Kepala Sub Bagian Umum Dinas
Pendapatan Daerah untuk dibuatkan nota pesanan ke rekanan

atau perusahaan percetakan benda berharga yang telah ditunjuk.

2. Pesanan (order) benda berharga

Nota pesanan yang dibuat oleh kepala Sub Bagian Umum
bekerjasama dengan bendaharawan barang dimasukkan ke
rekanan yang telah ditunjuk untuk mencetak benda berharga
sesuai dengan pesanan Jumlah pesanan biasanya dirancang untuk
keperluan satu bulan, satu triwulan, satu semester atau satu tahun

dan masih dapat ditambah setiap saat sesuai dengan kebutuhan
Setelah benda berharga dicetak oleh rekanan, diadakan
pemeriksaan barang oleh panitia pelaksana benda berharga yang
telah ditunjuk berdasarkan surat keputusan Bupati. Benda

berharga yang telah diperiksa diserahkan ke Bendaharawan
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barang Dinas Pendapatan Daerah dan dibuatkan berita acara
penerimaan barang yang ditangani oleh rekanan selaku yang
menyerahkan dan Bendaharawan Barang Dinas Pendapatan
Daerah selaku yang menerima dan diketahui oleh kepala Dinas
Pendapatan Daerah

Selanjutnya bendaharawan barang mengadakan
pembukuan tersendiri atau membuat buku pembantu penerimaan

dan penyerahan benda berharga.

. Pelaksanaan Perforasi

Benda berharga yang sudah diambil oleh Bendaharawan
barang Dinas Pendapatan Daerah, kemudian diperforasi
(dilubangi) sesuai dengan kode pengaman yang telah ditentukan.
Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi benda
berharga secara tidak bertanggungjawab

Selanjutnya benda berharga yang sudah diperforasi
dibuatkan berita acara sebagai bukti pegangan kedua belah pihak
bahwa pesanan sudah dipenuhi. Berita acara ditandatangani oleh
pihak |I Bendaharawan Barang Dinas Pendapatan daerah selaku
yang menyerahkan dan pihak Il Bendaharawan Khusus Penerima

Perusda selaku yang menerima.

79



4. Penyerahan Benda Berharga
Bendaharawan barang Dinas Pendapatan Daerah
menyerahkan benda berharga kepada Perusda berdasarkan surat
permintaan benda  berharga  yang dimasukkan dan
menandatangani berita acara tersebut, serta membuat pencatatan
atau pembukuan atas penyerahan benda berharga
b. Prosedur Penyediaan Benda Berharga Oleh Perusda
1. Permintaan Benda Berharga oleh Perusda
Perusda memeriksa batas jumlah sisa persediaan benda
berharga untuk dapat meminta kembali dari masing-masing jenis
benda berharga. Apabila sudah kurang untuk masing-masing jenis
benda berharga, maka pengadaan dilaksanakan dengan membuat
surat permintaan benda berharga oleh kepala Bagian Umum
Perusahaan Daerah Pasar (Perusda) ke Dinas Pendapatan
Daerah. Jumlah benda berharga yang diminta sesuai dengan
kebutuhan Pasar dan disetujui oleh Direktur Perusahaan daerah
(Perusda) pasar Kabupaten Maros.
2. Penerirnaan Benda Berharga
Perusda rnenerima persediaan benda berharga yang telah
dipesan sesuai dengan kebutuhan dari bendaharawan barang
Dinas Pendapatan Daerah, dan menandatangani bukti penyerahan

benda berharga yang telah dibuat oleh Bendaharawan Barang
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Dinas Pendapatan Daerah Setelah itu Perusda memeriksa benda

berharga apakah sesuai dengan pesanan. Benda berharga yang

dipesan berdasarkan surat permintaan benda berharga diambil

secara bertahap oleh Perusda dari bendaharawan barang Dinas

Pendapatan Daerah

c. Prosedur Penyediaan Benda Berharga Oleh Perusda
1. Permintaan Benda Berharga oleh Masing-masing UPTD Pasar
Perusda menyerahkan benda berharga kepada masing -

masing UPTD sesuai dengan permintaan yang diajukan untuk
keperluan satu bulan ke depan.

2. Penerimaan benda berharga

Setiap penerirnaan benda berharga oleh rnasing-masing

UPTD dengan mengajukan Surat Permintaan Benda Berharga
UPTD (SPBBU) yang diajukan ke Seksi Pembukuan Oleh Seksi
Pernbukuan  dilakukan evaluasi mengenai pelayakan
permintaan UPTD tersebut dengan rnelihat sisa sobek yang
masih ada ditangan UPTD Permintaan yang dinilai layak
dipenuhi. Bukti Pengeluaran Benda Berharga (BPBB) dalam
rangkap tiga (warna putih merah jambu dan hijau muda). Untuk
sahnya pengeluarannya terlebih dahulu ditangani masing-
masing oleh petugas gudang, UPTD Kepala Seksi Pembukuan

dan Direktur Perusda.
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Perusda membuatkan pencatatan atau pembukuan atas
penyerahan benda berharga yang dikeluarkan sebagai bukti
pada saat ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pernbangunan (BPKP ) dan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Propinsi yang biasa dilakukan satu kali dalam satu tahun
anggaran

d, Prosedur Pemungutan

Dalam pelaksanaan penagihan retribusi pasar sentral Maros
pada dasarnya ditagih setiap hari walaupun secara resmi jadwal
pemungutan retribusi kepada para pedagagang hanya 3 (tiga) kali
seminggu, yakni ; hari senin,kamis dan sabtu. Akan tetapi karena
proses jual beli dilaksanakan setiap hari, maka tidak jarang dilakukan
setiap hari. Ada beberapa aspek yang sangat penting dalam hal
pemungutan oleh juru pungut sehingga dapat mencapai target atau
rencana yang telah ditentukan adalah waktu dan ternpat serta
besarnya pungutan retribusi yang dikenakan untuk para penjual atau
pedagang sebagai wajib retribusi.

Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada salah satu lods
atau kios, diprioritaskan pemungutannya lebih awal dengan
mengadakan cek point atau pemeriksaan utamanya para pedagang

sayur-sayuran yang biasanya sudah mulai berdatangan pada pagi
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hari dan setelah habis jualannya langsung meninggalkan tempat.
Untuk wajib retribusi yang tergolong tersebut dipungut lebih awal,
dibandingkan dengan wajib retribusi lainnya yang telah mempunyai
tempat tetap dalam pasar.

Untuk wajib retribusi yang mempunyai tempat tetap dalam
pasar penagihannya dilakukan pada siang hari, dimana para
pedagang yang telah rnempunyai tempat tetap, menutup
dagangannya pada sore hari atau rnenjelang malam dan keadaan
atau posisi jualannya sudah teratur sehingga pemungutan retribusi
mudah dipungut

Sedangkan untuk pemungutan sewa bulanan, proses
pemungutannya dengan cara mendatangi secara langsung ‘wajib
bayar dengan rnemberikan surat setoran. Hal ini ditempuh dengan
maksud untuk rnelancarkan pembayaran setiap wajib bayar dengan
cara kekeluargaan dan persahabatan. Namun, masih ada sebagian
wajib bayar yang sering menunggak pembayarannya khususnya
retribusi bulanan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Baharuddin, salah
seorang petugas pemungut bahwa :

"Para pemakai lods atau kios dalam hal pembayaran masih
sering menunggak. Hal ini disebabkan karena kesadaran
mereka masih rendah tentang pentingnya membayar retribusi

dengan berbagai alasan misalnya dagangannya belurn ada
yang laku." (Hasil Wawancara 16 November 2006)
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Berdasarkan hasil pengamatan, prosedur yang harus dilalui
dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Maros
tidaklah berbelit-belit. Hal ini dipertegas oleh Mannaco, salah seorang
kolektor mengatakan bahwa

"Kami sebagai tenaga pemungut tidak pernah mengalami

kesulitan sehubungan dengan prosedur pemungutan yang ada,

karena prosedur yang ada selama ini tidak berbelit-belit."

(Hasil wawancara 18 november 2006 )

Salah satu bentuk pelanggaran prosedur yang sangat dianggap
fatal dan berpengaruh langsung terhadap besamya penerimaan
retribusi yaitu jumlah karcis yang disetor tidak sesuai dengan besarnya
penerimaan retribusi perhari. Hal ini diakibatkan oleh ulah para
kolektor yang tidak bertanggung jawab yang terkadang memungut
retribusi dari pedagang tanpa memberikan potongan karcis

Menurut Abdullah, salah seorang penjual mengatakan bahwa
kadang - kadang petugas dalam memungut retribusi tidak memberikan
potongan karcis kepada kami

Meskipun pelanggaran terhadap prosedur tersebut sangat
merugikan khususnya pada pencapaian target tetapi tindakan kongkrit
untuk mengantisipasi minimal frekuensi pelanggaran tersebut sampai
saat ini belum ada, hal ini dimungkinkan karena pelanggaran prosedur

tersebut tidak mampu dideteksi oleh pihak yang bertanggungjawab

khususnya kepala pasar. Dengan kata lain pengawasan tidak dapat



berjalan sesuai dengan yang semestinya.
4. Penyetoran

Setelah kolektor melaksanakan tugasnya, maka setiap hari atau
hari pasar melaporkan kepada kepala UPTD pasar yang mewilayahi,
beserta sisa karcis yang masih ada, selanjutnya UPTD pasar menyetor ke
Bendaharawan Khusus Penerima Perusda sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan dengan menandatangani Surat Tanda Terima Uang
Koordinator (TTUK).

Berdasarkan hasil setoran Unit Pelaksana Teknis Perusda, maka
Bendaharawan Khusus Penerima kemudian mencatat dan menjumlah
dalam buku pembantu penerimaan sejenis dan selanjutnya membukukan
dalam buku kas umum . Dan membuat rekapitulasi atas realisasi
penerimaan retribusi pasar setiap sepuluh hari untuk dilaporkan atau
dipertanggungiawabkan kepada Direktur Perusda. Laporan yang sudah
disahkan oleh Direktur Perusda, selanjutnya dilaporkan ke Dinas
Pendapatan Daerah berdasarkan surat pengantar atau realisasi
penerimaan retribusi pasar yang dibuat oleh Tata Usaha dan disahkan
oleh Direktur Perusda. Dan ditembuskan ke Bupati Kabupaten Maros,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Pengawas Daerah
( BAWASDA ) Kabupaten Maros.

Selanjutnya kegiatan penyetoran uang hasil pemungutan retribusi

pasar tersebut, diperiksa oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah ke Bank
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5.

Pembangunan Daerah (BPD) disetor setiap sepuluh hari Pasar
kemudian di setor ke bagian pemegang kas daerah yang ditempatkan di

Bank Pembangunan Daerah. Dan bukti setoran tersebut, rangkap tiga :
- Satu rangkap untuk Bendaharawan Khusus Perusda

- Satu rangkap untuk pemegang kas daerah

- Satu rangkap ditembuskan ke bagian pembukuan Dinas Pendapatan
Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Keuangan Perusahaan

Daerah (Perusda) pasar, mengatakan bahwa

"Unit Pelaksana Teknis Perusda sentral Maros masih sering

terlambat melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusinya. ke

Bendaharawan Khusus Perusda, padahal pasar ini berada di

ibukota kabupaten “. (hasil wawancara 19 November 2006)
Pengawasan

Pengawasan pemungutan retribusi pasar sentral Maros Kabupaten
Maros yang merupakan salah satu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh
aparat Perusda dan instansi yang terkait di Kabupaten Maros guna
menghindari dan menekan seminimal mungkin lahirnya berbagai
penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan-kesalahan lainnya. Sebab
tanpa dilakukan pengawasan maka akan mengalami kesulitan dalam
mengukur tingkat keberhasilan dari setiap akiivitas-aktivitas yang

dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan kegiatan

pemungutan retribusi di pasar sentral Maros.
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Dengan pengawasan yang intensif, maka kecenderungan lahirnya
kesalahankesalahan yang bisa menghambat keberhasilan pemungutan
retribusi pasar di Pasar Sentral Maros dapat ditekan seminimal mungkin.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral
Maros dilakukan dengan beberapa teknik pengawasan. Hal ini dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Tabel. 8

Kegiatan Pengawasan Terhadap Pemungutan
Retribusi Pasar Sentral Maros Kabupaten Maros

No | Jenis Pengawasan Pengawas Waktu
Pelaksanaan
1 | Pengawasan -Perusda Pasar - Tidak terjadwal
Langsung -Kepala UPTD Pasar
2 - instansi terkait - Tidak menentu
Pengawasan Tidak - Badan Pengawas - 1-2 kali setahun
Langsung Kab. Maros

Sumber: Hasil olahan data skunder, 2006
Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengawasan yang
dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pasar telah
dilaksanakan yang melibatkan bukan hanya pihak Perusda pasar dan Kepala
UPTD saja akan tetapi telah melibatkan instansi yang terkait di Kabupaten
Maros meskipun hasilnya belum maksimal hal ini disebabkan tidak intesifnya
pengawasan yang dilakukan, pengawasan yang dilaksanakan mencakup
pengawasan langsung dilakukan oieh kepala UPTD pasar dan Perusda

Pasar dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh instansi yang
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terkait (Dispenda) dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA).
1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung dalam hal ini petugas atau unsur pengawas
langsung mengadakan pemeriksaan dan peninjauan atas pelaksanaan
kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar
sentral Maros dimana mereka mendatangi lokasi pasar tempat pemungutan
dan pendistribusian kupon/karcis pembayaran retribusi oleh petugas
pemungut kepada penjual.

Pengawasan langsung ini dilakukan oleh Perusda Pasar dan Kepala
UPTD pada wilayah pasar masing-masing . Mengenai pengawasan langsung
sesuai dengan hasil wawancara dengan Hj. Esse Tang dan H. Makmur wajib
retribusi mengatakan bahwa :

"Pengawasan langsung vyang dilakukan terhadap pemungutan

retribusi, apakah itu terhadap juru pungut maupun para wajib retribusi

tidak dilakukan secura rutin tapi hanya kadang-kadang saja atau
dengan kata lain pengawasan langsung dilakukan sewaktu-waktu."

(Hasil Wawancara 19 november 2006).

Sedangkan Umar selaku seorang kolektor, mengatakan bahwa :

"Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas Perusda

pasar Kabupaten Maros masih kurang ketat, sebab lebih banyak

melakukan pengawasan hanya berdasarkan pada laporan-laporan
bawahan tanpa didukung tindakan terhadap para wajib retribusi dan
petugas bila terjadi penyimpangan-penyimpangan. "(Hasil Wawancara

21 November 2006).

Seperti telah diketahui bahwa karcis yang digunakan dalam

pemungutan rtribusi pasar sentral Maros oleh Pemerintah Daerah sebagai
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alat pengawasan terhadap wajib retribusi pasar sentral Maros dalam
melakukan pemungutan, dimana para kolektor nantinya menyetor hasil
pungutan kepada UPTD pasar yang mewilayahinya dengan menyertakan
karcis yang telah terpakai, tapi kenyataannya kadang-kadang hasil pungutan
tidak sesuai dengan karcis yang telah terpakai, maka untuk itu per!lu adanya
ketegasan terhadap kolektor yang demikian

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk lebih meningkatkan
pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros pada umumnya dan
khususnya penerimaan retribusi pasar sentral Maros kabupaten Maros, maka
kegiatan pengawasan lebih ditingkatkan dan difungsikan dalam rangka
meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi
di lapangan.

Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pengawasan yang
dilakukan oleh kepala pasar belum intensif sebagaimana yang diharpkan
karena pengawasan tersebut lebih menitikberatkan pada wajib retribusi,
sedangakan pengawasan untuk petugas pemungut sendiri masih kurang. Hal
ini dipertegas dalam sebuah wawancara dengan Amiruddin, salah seorang
wajib retribusi mengatakan bahwa :

“ Kegiatan pengawasan oleh kepala pasar belum terlaksana secara

intensif sesuai dengan harapan, hal ini dibuktikan karena masih

adanya sejumlah petugas yang menyalahi aturan yang berlaku tanpa
diketahui oleh kepala pasar “ ( Wawancara 22 November 2006 )
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2. Pengawasan Tidak langsung
Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan tertulis
kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis atasan dapat menilai apakah
bawahan telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya atau tidak.
Pelaksanaan pengawasan pemungutan retribusi yang dilakukan bukan
hanya melibatkan pihak Perusda Pasar dan Kepala UPTD Pasar Sentral

Maros Kabupaten Maros, akan tetapi juga melibatkan instansi lain yakni,

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Pengawas Daerah

(Bawasda) Kabupaten Maros. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan

lebih banyak pengawasan secara tidak langsung yakni melalui laporan-

laporan tertulis yang diterima dari Perusda Pasar dan data yang ada pada

Pasar Sentral Maros. Karena banyaknya tugas-tugas pengawasan di kantor

lain yang ditangani oleh Bawasda Kabupaten Maros maka lebih banyak

dilakukan pengawasan secara tidak langsung . Adapun mekanisme
pengawasan ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan penagihan pemungutan retribusi pasar dilakukan oleh kolektor
terhadap wajib retribusi. Kemudian disetor ke kepala UPTD pasar setiap
hari pasar. Selanjutnya kepala UPTD pasar menyetor retribusi pasar ke
Kasi Pembukuan Perusda pasar Kabupaten Maros.

- Kasi Pembukuan membuat laporan tentang penerimaan retribusi pasar ke
dalam buku pembantu yang sejenis dan ke kolom penerimaan pada buku

kas umum setiap hari, kemudian dijumlah dan diajukan kepada Direktur
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Perusda Kabupaten Maros untuk ditandatangani dan disahkan.

Selanjutnya setiap akhir bulan Kasi Pembukuan menjumlahkan buku kas

umum kemudian membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran

uang yang diajukan kepada Direktur Perusda pasar Kabupaten Maros

untuk ditandatangani oleh Direktur Perusda dari hasil laporan ini dijadikan

oleh Bawasda untuk melakukan evaluasi.
6. Laporan Pertanggung jawaban

Laporan pertanggungjawaban atas realisasi penerimaan dan
penyetoran retribusi pasar sentral Maros dilakukan oleh UPTD Pasar sentral
maros ke Kasi Pembukuan Perusda pasar setiap hari yang telah ditentukan
yaitu hari senin, kamis dan Sabtu. Sel!anjutnya Kabag Keuangan Perusda
Pasar menyetor setiap sepuluh hari bulan berjalan, kepada Direktur Perusda
Pasar, setelah itu laporan pertanggungjawaban disetujui dan disahkan oleh
Direktur Perusda, Kabag Keuangan Perusda Pasar menyerahkan ke
Dispenda Kabupaten Maros dan ditembuskan ke Bupati, ketua DPRD,
BAWASDA dan satu rangkap sebagai arsip di Perusda Pasar
Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Maros

salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat
perbandingan antara target dan realisasinya. Apabila target terpenuhi secara
maksimal (100%) berarti pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral
Maros berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi jika

penerimaan retribusi pasar sentral Maros belum mencapai target berarti
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pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral Maros belum berhasil
dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar khususnya
di pasar sentral Maros merupakan salah satu retribusi daerah yang
diharapkan dapat menjadi salah satu sumber potensial terhadap pembiayaan
daerah Kabupaten Maros

Untuk mengetahui gambaran mengenai hasil-hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di pasar sentral Maros yang
menyangkut perkembangan jumlah penerimaan dibandingkan dengan target
yang telah ditetapkan.

Adapun target dan realisasi penerimaan retribusi pasar sentral Maros

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 9
Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar sentral Maros
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2004 - 2006

No Tahun Target Realisasi

| Anggaran (Rp) (Rp) (%)
1. 2004 Rp. 70.000.000,- | Rp.50.978.000,- | 72.8%
2. 2005 Rp. 70.000.000,- | Rp.56.797.000,- | 81.1%
3. 2006 Rp. 80.000.000,- | Rp. 66.079.000,- | 82.5%

Sumber : Perusda Kabupaten Maros Tahun 2006

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tahun anggaran mulai dari

tahun 2004 — 2006 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Sentral mengalami
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kenaikan yang signifikan terutama dari tahun anggaran 2004 ke 2005 dengan
persentase kenaikan sebanyak 8.3 % (Rp. 5.819.000,-), dari anggaran 2005
ke 2006 juga mengalami kenaikan akan tetapi tidak sebesar tahun anggaran
2004 ke 2005, kenaikannya hanya 1.4 % (Rp. 9.282.000,-).

Namun dalam kenyataannya secara umum berdasarkan pada data
tabel tersebut di atas mulai dari tahun anggaran 2004 — 2006 realisasi
penerimaan retribusi Pasar Sentral tidak pernah mencapai target, dari tahun
2004 target yang ditetapkan sebanyak Rp. 70.000.000,- sedangkan realisasi
penerimaannya hanya sebesar Rp. 50.978.000,- atau sebesar 72.8 %
selisihnya sebesar Rp. 19.022.000; (27.2 %). Pada tahun anggaran 2005
target yang ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000 sedangkan realisasi
penerimaan yang dicapai Rp. 56.797.000,- atau sebesar 81.1 % selisihnya
sebesar Rp. 13.203.000,- (18.9 %).

Selanjutnya pada tahun anggaran 2006 target yang telah ditetapkan
sebesar Rp. 80.000.000,- sementara realisasi penerimaan yang dicapai
sebesar Rp. 66.079.000,- atau sebesar 82.5 % selisihnya sebesar Rp.
13.921.000,- (17.5 %). Kondisi ini terlepas dari pengaruh kinerja aparat
pengelola pasar terutama para kolektor /petugas pemungut belum sesuai
dengan yang diharapkan.

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2004-2006
realisasi penerimaan retribusi pasar di pasar sentral Maros tidak perna

tercapai, menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis hal ini lebih
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banyak disebabkan oleh seringnya terjadi kolusi antara pedagang/wajib
retribusi dengan para kolektor/aparat pemungut terutama pada pemungutan
retribusi tiap hari pasar, pada hal menurut penulis pada kenyataannya jumlah
pedagang di pasar sentral maros bertambah secara signifikan ditambah
kondisi ekonomi di Kabupaten Maros semakin kondusif sangat memungkin
pencapaian target penerimaan retribusi, hanya saja membutuhkan kerja
keras dari aparat yang terkait dalam hal pengawasan dan menumbuhkan
kesadaran kepada para wajib retribusi untuk membayar retribusi sesuai
dengan aturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Maros.

Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar sentral Maros terhadap
total penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Maros selama tiga tahun
anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.10
Kontribusi retribusi pasar sentral Maros terhadap
penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2004 - 2006

Penerimaan . . : )
No. Ar‘:ah;rnan Retribusi Pasar Retrlb(uRS|)Pasar Kon(t;;)um
99 Sentral Maros (Rp) P 0
1. 2004 Rp. 50.978.000,- Rp.247.109.000,- 20.62 %
2. 2005 Rp. 57.797.000,- Rp.274.842.060,- 20.67 %
3. 2006 Rp. 66.079.000,- Rp.266.985.200,- 24.75 %

Sumber : Data Sekunder, 2006
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemasukan retribusi pasar
sentral Maros terhadap total penerimaan retribusi pasar secara keseluruhan
menunjukkan peningkatan selama 3 tahun anggaran (2004 - 2006) dengan
kontribusi rata-rata peningkatan sebesar 22.03 %, menurut penulis
peningkatan ini sebenarnya masih dapat dimaksimalkan jika semua elemen
yang terlibat dapat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Setelah dikemukakan besamya kontribusi retribusi pasar sentral Maros
terhadap total penerimaan retribusi pasar selama tiga tahun anggaran
terakhir, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai besamya
kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah selama periode tahun
anggaran 2004-2006. Kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 11
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap
Total Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2004 — 2006

Penerimaan Penerimaan

No. Arng;rnan Retribusi Pasar Retribusi Ko”(to;');’us'
(Rp) (Rp)

1. 2004 Rp. 247.159.500,- | Rp.4.315.007.000,- | 5.72%

2. 2005 Rp. 274.842.060,- | Rp.4.683.901.000,- | 5.86 %

3. 2006 Rp. 266.985.200,- | Rp.5.695.025.000,- | 4.68 %

Sumber : Data Sekunder, 2006
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi
pasar terhadap Retribusi Daerah Kab. Maros selama 3 tahun anggaran
mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari tahun anggaran 2004 dan 2005
mengalami kenaikan dari Rp. 247.159.500,- menjadi Rp. 274.842.060,-
sedangkan pada tahun 2006 penerimaan retribusi pasar mengalami
penurunan hanya sebesar Rp. 266.985.200,- dari tahun 2005 selisih
penurunannya Rp. 7.856.860,-.

Akan tetapi bila dilihat total penerimaan retribusi di atas menunjukkan
bahwa penerimaan retribusi di Kabupaten Maros mengalami peningkatan,
namun peningkatan penerimaan bersumber dari sektor lain, hal ini tidak
terlepas dari usaha Pemerintah Kabupaten Maros untuk terus memacu dan
memperbaiki kinerja aparatnya guna pencapaian target penerimaan dapat
direaliasasikan.

Selanjutnya penulis akan menguraikan data tentang kontribusi retribusi
pasar terhadap total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maros tahun

anggaran 2004-2006.

96



Tabel. 12
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap
Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2004 — 2006

o | Taun [ P T o ean [ <O
“| Anggaran R
99 (Rp) (RP) (%)
1. 2004 Rp. 247.159.500,- Rp.11.728.587.000 2.10 %
2. 2005 Rp. 274.842.060,- Rp.13.573.654.000, 2.02 %
3. 2006 Rp. 266.985.200,- Rp.20.082..025.000,- 1.33%

Sumber : Data Sekunder, 2006

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pasar selama
3 (Tiga) tahun anggaran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1.82 %
dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun persentase penerimaan
retribusi pasar terhadap total pendapatan asli daerah cenderung mengalami
penurunan. Pada tahun anggaran 2004 persentase penerimaan retribusi
pasar terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 2.10 % selanjutnya

tahun anggaran 2005 persentase penerimaan retribusi pasar mengalami
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penurunan sebesar 0.8%. Sedangkan untuk tahun anggaran 2006 juga
mengalami penurunan sebesar 0.69 % dari total PAD 2006.

Akan tetapi meskipun persentase kontribusi penerimaan retribusi
pasar mengalami penurunan dari tahun anggaran 2004 — 2006, namun
secara umum total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros telah
mengalami peningkatan. Penurunan persentase penerimaan retribusi pasar
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan yang cukup
tajam terutama pada tahun anggaran 2006, hal ini disebabkan dari adanya
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dari tahun 2005 ke
2006 sebesar Rp. 6.508.371.000,-

B. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Retribusi Pasar
Sentral Maros

Berdasarkan apa yang diperoleh selama melaksanakan penelitian,
maka dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pengelolaan retribusi Pasar Sentral Maros sehingga tidak dapat mencapai
target, faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Aparat pelaksana
Untuk mencapai target penerimaan retribusi yang telah
ditetapkan oleh Pemda salah satu faktor penentunya adalah aparat
pelaksana yang terjun langsung melakukan pemungutan kepada
masyarakat (pedagang) yang ada di pasar sentral Maros.

Untuk mengefektifkan dan menjangkau semua penjual yang
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cukup banyak memadati pasar yang seluas 10.020 M2 tersebut
dibutuhkan aparat yang cukup sehingga tak ada satu pun pedagang
yang lolos dari penagihan retribusi.

Hal lain pula yang sering terjadi, adanya kolusi antara
pedagang dan kolektor yakni seharusnya pedagang membayar Rp.
500 perloss perhari pasar, akan tetapi pedagang hanya membayar
Rp. 300 dan tidak mendapat karcis, sementara besar pemasukan
yang disetorkan ke bendahara sesuai dengan jumlah karcis yang
dikeluarkan oleh kolektor.

Jumlah pegawai yang ada pada sekertariat Perusda pasar
Kabupaten Maros sebanyak 21 orang dengan pembagian 5 pegawai
honorer Pemerintah Kabupaten Maros dan 16 pegawai kontrak yang
diangkat khusus untuk menangani Perusda Pasar, khusus yang
menangani pasar sentral maros sebanyak 6 orang yaitu 1 orang
kepala pasar dan 5 orang tenaga pemungut (kolektor). Jumlah
tersebut masih dirasakan kurang bagi Perusda pasar dalam
melaksanakan pemungutan, mengingat lokasi pasar sentral Maros
yang begitu luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muh. Hasan,SE selaku
Kasi Pembukuan Perusda Pasar Kabupaten Maros, mengatakan

bahwa
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"Salah satu faktor yang mernpengaruhi tidak tercapainya target

penerimaan retribusi pasar sentral Maros adalah terbatasnya

jumiah petugas pemungul (kolektor), jika dihandingkan dengan
luas lokasi pemungutan dan tingkat keramaian pasar tersebut.”

(Hasil Wawancara 25 November 2006).

Selanjutnya petugas pemungut dalam menjalankan tugasnya
sangat ditekankan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
pengguna jasa pasar. keberhasilan pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pemungutan retribusi sangat tergantung kepada
personil yang secara operasional kontak langsung dengan para
pedagang yang ada di pasar.

Sebagai seorang kolelktor tidak perlu memiliki tingkat
pendidikan khusus dimana hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan atau latar belakang pendidikan tidak terlalu terkait
dengan jenis tugas ini. Dalam hal kelancaran tugas pemungutan
retribusi, sikap mental merupakan faktor penentu dari pencapaian
target misalnya kedisiplinan petugas

Namun berdasarkan hasil wawancara dengan H.Abd. Rahim,
selaku Kepala UPTD Pasar sentral Maros, mengatakan bahwa

"Para kolektor sering terlambat datang untuk melakukan

pemungutan, sehingga wajib retribusi atau pedagang lolos dari

pembayaran retribusi, karena biasanya mereka datang pagi

dan cepat pulang karena jualannya diborongkan ke pedagang
tetap. " ( Hasil wawancara 29 November 2006 ).
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2. Kurangnya Kesadaran Wajib Retribusi dan Petugas Pemungut.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan
dalam peningkatan jumlah penerimaan retribusi pasar sentral Maros
adalah masalah kesadaran wajib retribusi. Padahal jika dilihat dari
jumlah pedagang yang berjualan di pasar dan pengunjung yang
datang untuk melakukan transaksi relatip cukup banyak. Jadi apabila
semua penjual memiliki tingkat kesadaran selaku wajib retribusi yang
tinggi, maka. peningkatan penerimaan retribusi pasar sentral Maros
akan tercapai.

Akan tetapi pada kenyataannya menunjukkan banyak diantara
penjual kurang memahami kewajibannya selaku wajib retribusi yang
sering ingin meloloskan diri dari pemantauan petugas pemungut
(kolektor) dengan tidak ingin membayar karcis retribusi.

Dari hasil wawancara dengan Dg.Siri, salah seorang petugas
pemungut, mengatakan bahwa:

“Para wajib retribusi kurang menyadari kewajibannya untuk
membayar retribusi sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan berbagai macam alasan. Yang mana
seharusnya mereka membayar retribusi Rp. 500 tapi
kenyataannya ia hanya membayar Rp. 300 atau terkadang
para pedagang sembunyi (meninggalkan sementara jualannya
menghindar dari petugas pemungut).” (Hasil wawancara 25
November 2006)

Namun demikian berdasarkan kondisi yang ada di lapangan

kegagalan pencapaian target penerimaan bukan hanya disebabkan
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rendahnya kesadaran para pedagang akan tetapi juga disebabkan
oleh rendahnya kesadaran dan tanggung jawab para kolektor dalam

menjalankan tugasnya.

. Pelaksanaan kerja yang belum intensif.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di pasar sentral
Maros salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target
penerimaan yang telah ditetapkan yakni, masih adanya penjual yang
berhasil lolos dari pembayaran retribusi yangu diakibatkan oleh
pelaksanaan kerja yang belum intensif. Dari hasil pengamatan penulis
di lapangan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sentral
Maros dilakukan setiap hari pasar mulai pukul 07.00 sampai pukul
15.00, sehingga pedagang tidak tetap (terutama pedagang sayur-
mayur yang menggunakan badan jalan dan pelataran pasar) yang
datang pagi-pagi dan setelah habis jualannya meninggalkan tempat
tidak sempat dikenakan lagi pembayaran atas pemungutan retribusi,
padahal jika petugas ingin melaksanakan pemungutan retribusi secara
maksimal, maka pelaksanaan jam kerjanya di mulai pukul 05.00 pagi

Dari hasil pengamatan penulis dan wawancara salah seorang
pedagang (H. Arafah) mengatakan bahwa:

“Sebaiknya pelaksanaan pemungutan retribusi terutama untuk

para pedagang sayur-mayur dan pedagang ikan, dilakukan
pada dini hari (pukul 05.000), sebab mereka mulai berdatangan
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dan melakukan transaksi lebih cepat dibandingkan pedagang

lain dan mereka menyelesaikan transaksinya sebelum para

petugas pasar datang” (Wawancara, Desember 2006).

4. Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi kepada para pedagang juga kepada pihak
lain (petugas pasar ) perlu dilakukan dalam rangka memberikan
penegasan kepada mereka yang melanggar aturan yang telah
ditetapkan.

Dengan tidak adanya penerapan sanksi tegas khusus kepada
wajib retribusi yang melanggar, menyebabkan mereka terkadang
terlambat atau seenaknya membayar retribusinya terutama pada
retribusi bulanan, juga terhadap pembayaran retribusi hari pasar yang
mana para pedagang membayar retribusi tidak sesusi dengan jumlah
yang tertera pada Kkarcis dengan berbagai macam alasan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Ramadhan, selaku Kasi
Penagihan mengatakan bahwa :

"Selama ini banyak pemakai tempat yang terlambat membayar

, retribusi bulanannya dengan berbagai macam alasan misalnya

belum ada yang laku jualannya atau pembeli sangat sepi, yang

seharusnya hal seperti ini sudah bisa dikenakan sanksi atau
denda sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai bentuk

pembelajaran kepada para pedagang agar hal tersebut tidak
berlarut-larut. " (Hasil Wawancara 25 November 2006)
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari keseluruhan pembahasan pada bab terdahulu tentang

Pengelolaan pemungutan retribusi pasar sentral Maros Kabupaten Maros,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan retribusi pasar sentral Maros oleh Perusda Kabupaten
Maros melalui proses pendataan dan pendaftaran, penetapan target
tata cara  pemungutan, penyetoran, pengawasan dan
pertanggungjawaban. Sistem pemungutan yang dilakukan adalah
menggunakan karcis dengan cara mendatangi wajib retribusi.
Pelaksanaan pemungutan pada dasarnya belum terlaksana secara
optimal dan masih terdapatnya penyimpangan prosedur yang
mengakibatkan berkurangnya penerimaan retribusi pasar dari yang
seharusnya. Hal ini secara faktual dapat dilihat dari realisasi
penerimaan retribusi pasar sentral Maros selama 3 (tiga) Tahun
Anggaran terakhir yang belum pernah mencapai target.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan retribusi di pasar
sentral Maros pada Perusda Kabupaten Maros. adalah terbatasnya
aparat pelaksana khususnya tenaga pemungut (kolektor) yang
langsung berhubungan dengan wajib retribusi dan rendahnya tingkat

kedisiplinan mereka, kurangnya kesadaran wajib retribusi terhadap
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pemenuhan kewajiban dalam membayar retribusi. Faktor lain yaitu
belum terlaksananya penerapan sanksi terhadap oknum yang
melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan pemungutan
retribusi pasar di pasar sentral Maros dan juga pelaksanaan kerja

yang belum intensif dari petugas pemungut.

B. Saran-Saran

Untuk menindaklanjuti atas segala permasalahan yang peneliti
temukan di lapangan, maka peneliti memberi sejumlah saran sebagai
bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan Perusda pasar pada
khususnya yang dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kinerja dalam

Pengelolaan retribusi pasar di pasar sentral Maros ke depan:

a. Perlu adanya pendekatan dan pemahaman yang baik bagi wajib
retribusi (pedagang) dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka
untuk membayar retribusi pasar.

b. Lebih meningkatkan pengawasan dengan memberlakukan sanksi,

baik kepada petugas yang melanggar maupun kepada wajib retribusi.
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Kabupaten Maros.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2000 Tentang
Pengelolaan Retribusi Pasar.

Target dan Realisasi Anggaran Tahun 1997/1998 Sampai Tahun Anggaran
2001 Kabupaten Maros.
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BUPATI
|| Badan Penaawas |
| Direktuj Utama_ |
[ ovectuf rama_ “

Direktur Utama & Keuangan

Direktur Operasional
Kabag Fisik & Kabag Perencanaan Kabag Umum F Kabag Keuangan I
Prasaran & Pelaporan

I Kasi Penagihan I= Kasi Administrasi =I Kasi Pembukuan I

Kepegawaian

Kasi Penertiban _ Kasi Evaluasi & Kasi Pengadaan Kasi Anggaran
Kebersihan Pendabatan

I Unit-Unit Pasar ||
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